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“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan
ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.
Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

(Q.S. An-Nisaa’ (4): 33)

“Barangsiapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya
dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti hawa
nafsunya.”

(Ibnu Qayyim rahimahullah)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil
keputusan bersama (SKB) Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan

Nomor 0543b/u/1987. Adapun perinciannya sebagai berikut:
A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam

huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arab Latin Keterangan
‘ Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< b Be
< t Te
< $ es (dengan titik di atas)
d j Je
ha (dengan titik di
< h bawah)
z kh ka dan ha
3 d De
3 V4 zet (dengan titik di atas)
J r Er
3 z Zet
o s Es
o sy es dan ye
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ol $ es (dengan titik di bawah)
oo d de (de:)r;g;:ht)itik di
- t te (dengan titik di bawah)
L . zet (dengan titik di
i bawah)
4 ¢ apostrop terbalik
g Ge
& f Ef
é g Qi
| k Ka
J 1 El
f m Em
o n En
3 w We
2 h Ha
s ’ Apostrop
é y Ye

Hamzah (#) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya
tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di
akhir, maka ditulis dengan tanda (*).
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B. Tanda Vokal

Vokal dalam bahasa Arab-Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan
diftong, untuk vokal tunggal sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

i Fathah a a

| Kasrah i i

1 Dammah u u

Adapun vokal rangkap sebagai berikut:

Tanda Vokal Tanda Vokal Keterangan
Arab Latin

© — ai adani
§— au adanu

Dalam Bahasa Arab untuk ketentuan alih aksara vokal
panjang (mad) dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Tanda Vokal Keteranean
Arab Latin cleranga

L 5 a dengan topi di
atas

o ; i dengan topi di

i atas

. a u dengan topi di
atas
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C. Kata Sandang

Kata sandang dilambangkan dengan (al-) yang diikuti
huruf: syamsiyah dan gamariyah.

Al-Qamariyah g Al-Munir
Al-Syamsiyah J \5.-;5\ Al-Rijal

D. Syaddah (Tasydid)

Dalam bahasa Arab syaddah atau tasydid dilambangkan
dengan ketika dialihkan ke bahasa Indonesia dilambangkan
dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi
tanda syaddah, akan tetapi, itu tidak berlaku jika huruf yang
menerima tanda syaddah terletak setel kata sandang yang
diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Al-Qamariyah : ;ﬁ\ Al-Quwwah
Al-Syamsiyah 5 }f'al\ Al-Dariirah

. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta martujah
yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammabh,
transliterasi adalah (t), sedangkan ta marbitah yang mati atau
mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), kalau pada
kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al-ser bacaan yang kedua kata itu
terpisah, maka ta marbiitah ditransliterasikan dengan ha (h)
contoh:

No. Kata Arab Alih Aksara




1 4—‘2-3}43\ Tarigah

2 11537\-3}“ iifu-\ Al-Jami’ah al-Islamiah
3 2554 8025 Wahdah al-Wujiid

F. Huruf Kapital

Penerapan huruf kapital dalam alih aksara ini juga
mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) yaitu, untuk
menuliskan permulaan kalimat, huruf awal Nama tempat, nama
bulan nama din dan lain-lain, jika Nama diri didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata
sandangnya.
Contoh: Abi Hamid, al-Gazali, al-Kind.

Berkaitan dengan penulisan nama untuk nama-nama tokoh
yang berasal dari Indonesia sendiri, disarankan tidak dialih
aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab,
misalnya ditulis Abdussamad al-palimbani, tidak “Abd al-
Samad al-Palimbani. Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-
Raniri.

G. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah
kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa
Indonesia, Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas, Misalnya kata al-
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Qur’an (dari al-Qur’an), Sunah, khusus dan umum, namun bila
mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: FT Zilal al-Qur’an, Al-‘Ibrah bi ‘umim al-lafzi la bi
khusiis al-sabab
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ABSTRAK

Anak angkat bukan termasuk ahli waris karena tidak memiliki
hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Namun realitanya
orang tua angkat yang menyatakan anak angkat sebagai anak
kandung melalui akta kelahiran menganggap anak angkat
selayaknya anak kandung dan dapat mewarisi harta orang tua
angkat, sehingga menimbulkan sengketa antara anak angkat
dengan ahli waris lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field
research). Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus
dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara dan observasi terhadap narasumber dalam kasus
sengketa waris sebagai data primer didukung data sekunder
melalui penelurusan literatur dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian yang diperoleh: 1) Praktik pembagian harta waris
terhadap anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih tidak dilakukan
dengan hukum Islam, hukum adat, maupun musyawarah
kekeluargaan, melainkan secara sepihak oleh R sendiri. Kesalahan
yang ditemukan dalam praktik pembagian waris kepada R adalah
proses pengangkatan R tidak dilakukan berdasarkan putusan
pengadilan, pembuatan akta kelahiran R tanpa mencantumkan
identitas awal R, pembagian waris dilakukan sepihak oleh R
sehingga R mendapat semua harta waris. 2) Anak angkat (R)
berhak menerima wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 harta
peninggalan. Namun, harta yang didapatkan R melebihi dari 1/3,
sehingga diperlukan persetujuan dari ahli waris yang lain, dalam
hal ini adalah saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih, yaitu Bu
Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Dikarenakan saudara
kandung Bu Sri Sunarsih tidak setuju, maka kelebihan harta dari
1/3 tersebut tidak sah menjadi milik R.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat, Saudara Kandung.
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ABSTRACT

Adopted children are not considered legal heirs because they
do not have kinship or blood ties. However, in reality, adoptive
parents who declare their adopted child as their own child through
a birth certificate consider the adopted child as their own child and
can inherit the adoptive parents' assets, thus causing disputes
between the adopted child and other heirs.

This type of research uses field research. The research
approach uses a case study with qualitative methods. Data
collection used interview and observation techniques on sources in
inheritance dispute cases as primary data supported by secondary
data through literature search and literature study. The results
obtained: 1) The practice of distributing inheritance to the adopted
child of Mrs. Sri Sunarsih's family was not carried out by Islamic
law, customary law, or family deliberation, but unilaterally by R
himself. The mistakes found in the practice of distributing
inheritance to R are the process of R's adoption was not carried out
based on a court decision, the creation of R's birth certificate
without including R's initial identity, the distribution of inheritance
was carried out unilaterally by R so that R received all the
inheritance. 2) The adopted child (R) has the right to receive a
mandatory will of no more than 1/3 of the inheritance. However,
the assets obtained by R exceeded 1/3, so approval is needed from
other heirs, in this case, Mrs. Sri Sunarsih's biological siblings,
namely Mrs. Darwati, Mr. Sumarji, and Mrs. Sri Rahayu. Because
Mrs. Sri Sunarsih's biological siblings did not agree, the excess
assets from the 1/3 were not validly owned by R.

Keywords: Inheritance, Adopted Child, Biological Siblings.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang  Republik  Indonesia  tentang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dengan jelas
menyebutkan,

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.!
Melalui perkawinan, manusia dapat menjalani kodratnya
dengan hidup berpasang-pasangan dan melanjutkan
keturunan. Kehadiran anak dapat membuat suatu
perkawinan menjadi lebih lengkap dan sempurna. Anak
juga dapat dikatakan sebagai perwujudan tujuan suami dan
istri dalam mencapai keluarga yang harmonis.

Pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang
telah lama menjalani perkawinan namun belum dikaruniai
seorang anak. Hal tersebut menjadi dilema tersendiri bagi
pasangan yang tak kunjung dikaruniai anak apalagi hingga
usia suami dan istri tersebut sudah dikatakan tidak produktif
lagi. Salah satu faktor penyebab pasangan suami istri belum
dikaruniai anak adalah karena kemandulan baik dari istri
maupun dari suami. Namun untuk mengatasi permasalahan
tersebut suami dan istri dapat mengupayakan melalui cara

! Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor
1 Tahun 1974 Pasal 1.



medis dengan program bayi tabung atau melalui
pengangkatan anak.’

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan hal
yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Pengangkatan anak
dilakukan berdasarkan alasan dan cara yang berbeda di
setiap wilayah sesuai adat masing-masing. Definisi
pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2
tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak menyebutkan
bahwa:

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang
mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang
sah, atau kekuasaan orang lain yang bertanggung jawab
untuk pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak
dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.’

Tujuan dari pengangkatan anak pada umumnya adalah
untuk melanjutkan keturunan. Pasangan suami istri yang
tidak memiliki anak maka tidak dapat melanjutkan
keturunan sehingga harus mengangkat anak. Tujuan lain
dari pengangkatan anak adalah karena rasa belas kasihan
kepada sang anak yang kehilangan orang tua kandungnya
maupun hak-hak anak yang tidak terpenuhi karena orang tua
kandung tidak mampu secara ekonomi.*

Prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2 Wahyu Utami and Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis
Kedudukan Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta
Kelahiran,” in Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA
(KIMU) 3 (Semarang, 2020), 358—68.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 5.

4 Junaidi, “Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam
Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif,” Humani (Hukum Dan
Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020): 192-201.



2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa
pengangkatan anak harus dilaksanakan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kemudian pengaturan khusus dalam Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 39° yaitu:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara
Anak yang diangkat dengan Orang Tua
kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran,
dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan
agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang
yang akan mengangkat Anak tersebut harus
menyertakan  identitas  Anak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama
Anak  disesuaikan dengan agama mayoritas
penduduk setempat.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan (2a) bahwa
pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah
dengan orang tua kandungnya dan wajib mencatatkan

5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39.



identitas awal anak pada akta kelahiran.® Hal ini berbeda
dengan pelaksanaan yang terjadi dalam masyarakat dimana
sebagian orang tua angkat menganggap anak angkat sebagai
anak kandung. Hal tersebut dilakukan dengan cara
menyatakan anak angkat sebagai anak kandung pada akta
kelahiran tanpa prosedur hukum yang tepat yaitu tidak
melalui penetapan pengadilan, seperti kasus yang terjadi
pada keluarga Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih. Pak Padmo
dan Bu Sri Sunarsih mengangkat seorang anak dan langsung
menjadikan anak tersebut seperti halnya anak kandung
mereka dengan membuatkan akta kelahiran yang
menyatakan sebagai anak kandung tanpa melalui penetapan
pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf
h disebutkan,
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua
asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan.’
Anak angkat dalam AlQur’an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5
sebagai berikut:

Q‘ ;Lb)\&}uj@j}d &) 41 Jas
6 s 78 s
i 38 U s il 80

¢ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 39.

7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.



“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam
rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang
kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak
menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di
mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan
Dia menunjukkan jalan (vang benar).” (Q.S. Al-Ahzab
(33): ayat 4)®

T 2 i s memw

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi
Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka,
(panggillah  mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu
Jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)
apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab
(33): ayat 5)°

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa anak angkat tetaplah bernasab pada ayah
kandungnya. Akibatnya dalam masalah perwalian dan waris
anak angkat tetap pada ayah kandung. Sehingga orang tua

8Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, A/-Qur’an dan
Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2022), 418.

® Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Al-Qur’an dan
Terjemahannya..



angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak angkat dan anak
angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkat. Namun
anak angkat tetap mendapatkan hak dari orang tua angkat
berupa kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan
pendidikan yang layak, mendapatkan nafkah serta
pemenuhan biaya kebutuhan hidup.!”
Seperti penjelasan ayat Al-Quran di atas bahwa waris
anak angkat tidak bisa berpindah pada orang tua angkat
melainkan tetap pada orang tua kandungnya. Hukum waris
Islam atau yang biasa dikenal dengan ilmu faraid memiliki
pengertian sebagai suatu ketentuan yang telah diatur dalam
Al-Qur’an mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris,
besar bagian yang didapat, siapa yang tidak menjadi ahli
waris, siapa yang terhalang, dan cara pengembaliannya.'!
Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena sebab
hubungan kekerabatan (hubungan darah), hubungan
pernikahan, atau sebab memerdekakan hamba sahaya.!’
Hukum kewarisan didefinisikan dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 171 huruf a yang menyebutkan,
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau
tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing."

Selanjutnya dalam Pasal 174 poin 1 juga disebutkan

kelompok kelompok ahli waris'* yang terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

19 Ahmad Fuad Al-Anshary and Karis Lusdianto, /lmu Faraid:
Dalam Teori Dan Praktek (Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2020), 96.

1 Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek
(Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 3.

12 Nofiardi, 16.

13 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a.

14 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 poin (1).



- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki,
saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dan nenek.
b. Menurut perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Hal ini dapat diartikan bahwa anak angkat bukan
termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan
kekerabatan atau hubungan darah.!® Sehingga anak angkat
tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua
angkatnya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menjamin hak anak angkat melalui wasiat wajibah. Dalam
Pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat yang tidak
mendapat wasiat wajibah dapat menerima wasiat dari harta
peninggalan orang tua angkat sebesar tidak lebih dari
sepertiga.'¢

Fakta di masyarakat, orang tua angkat yang meninggal
dunia akan mewariskan seluruh hartanya untuk anak angkat.
Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang
kedudukan waris bagi anak angkat dan anggapan bahwa
anak yang telah diangkat dari kecil sama halnya seperti anak
kandung. Selain itu orang tua angkat yang menyatakan anak
angkat sebagai anak kandung dalam akta kelahiran
menganggap anak angkat selayaknya anak kandung dan
berhak menerima harta warisan. Seperti kasus yang terjadi
pada keluarga Bu Sri Sunarsih, dimana Bu Sri Sunarsihdan
Pak Padmo mempunyai seorang anak angkat berinisial R
dan saudara kandung yang masih hidup, yaitu Bu Darwati,

15 Enis Tristiana and Francisca Vani Dwikowati, “Proses

Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat
Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten,”
Mahakim: Journal of Islamic Family Law 7, no. 1 (2023): 90-116,
https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190.

16 Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 poin (2).



Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Bu Sri Sunarsih
meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang menjadi
sengketa antara R dengan saudara kandung Bu Sri Sunarsih.

Keluarga sedarah (saudara kandung) dalam hukum
waris Islam termasuk dalam golongan ahli waris yang
berhak mendapatkan harta waris. Namun dikarenakan R
memiliki dokumen akta kelahiran sebagai anak kandung
membuat R menguasai seluruh harta warisan dari Bu Sri
Sunarsih tanpa memberikan hak waris kepada Bu Darwati,
Pak Sumarji, maupun Bu Sri Rahayu. Padahal menurut
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 menyebutkan
bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan melainkan
mendapat wasiat wajibah, sedangkan saudara kandung
menjadi ahli waris dikarenakan hubungan nasab.

Oleh sebab itu, muncul perselisihan hingga
mengakibatkan sengketa antara R dengan saudara kandung
Bu Sri Sunarsih yang dimulai sekitar tahun 2021 hingga
sertifikat tanah milik Bu Sri Sunarsih sempat ditahan oleh
Bu Darwati. R meminta sertifikat tanah itu dalam kurun
waktu yang lama hingga pada tahun 2023 sertifikat itu
kembali ke tangan R. Saudara kandung Bu Sri Sunarsih
tidak berani mengajukan kasus ini ke pengadilan agama
dikarenakan mereka kekurangan bukti sedangkan R
memiliki bukti kuat yaitu akta kelahiran. Kasus ini menjadi
menarik karena hingga saat ini belum ada penyelesaian
sengketa baik melalui musyawarah kekeluargaan, mediasi
dengan melibatkan tokoh setempat, maupun secara litigasi
melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan fakta di
masyarakat bahwa dalam pengangkatan anak dan
pembagian waris seringkali tidak berdasar pada hukum
tertentu.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis melakukan
penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai



sengketa waris antara saudara kandung dan anak angkat
dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa
Waris antara Saudara Kandung dan Anak Angkat
(Studi Kasus Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan Kecamatan Boja)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa
permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan
masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian skripsi
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak
angkat pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan Kecamatan Boja?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif
terhadap sengketa waris antara saudara kandung dan
anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan
Kecamatan Boja?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian
yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian harta
waris kepada anak angkat pada kasus keluarga Bu Sri
Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dan
hukum positif terhadap sengketa waris antara saudara
kandung dan anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih di
Desa Bebengan Kecamatan Boja.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
dan kontribusi bagi beberapa pihak diantaranya sebagai
berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi
sumbangan pengetahuan dan tambahan wawasan kepada
masyarakat khususnya kepada pembaca mengenai
kedudukan waris anak angkat dan kedudukan waris
saudara kandung.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan serta memberikan  solusi mengenai
permasalahan sengketa hak waris saudara kandung
pewaris dengan anak angkat pewaris yang memiliki akta
kelahiran sebagai anak kandung. Diharapkan pula
penelitian ini dapat memberi masukan khususnya bagi
para praktisi hukum dan aparatur negara dalam
menegakkan aturan mengenai prosedur pengangkatan
anak yang baik dan benar.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian
terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang
dianggap memiliki keterkaitan dan kesamaan terhadap judul
penelitian ini. Namun beberapa penelitian tersebut memiliki
beberapa perbedaan. Berikut beberapa judul penelitian
terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan
perbandingan:

1. Skripsi dengan judul “Sengketa Praktik Pemberian
Wasiat Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat di Desa
Kebojongan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”
yang ditulis oleh Praptiyani, Universitas Islam Negeri
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K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022."7
Skripsi ini membahas mengenai sengketa terhadap
praktik pemberian wasiat dari orang tua kepada anak
angkat dikarenakan perbedaan pandangan dan alasan
antara orang tua angkat dengan ahli waris orang tua
angkat terhadap besaran harta peninggalan orang tua
angkat yang diberikan kepada anak angkat. Dalam karya
ini terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu
mengenai sengketa harta peninggalan orang tua angkat
kepada anak angkat, namun terdapat perbedaan yang
terletak pada pihak yang bersengketa.

2. Skripsi dengan judul “Pembagian Waris Terhadap Anak
Angkat Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi
Kasus di Duku Duwet)” yang ditulis oleh Munifatun
Nurrohim, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta Tahun 2023.'"® Skripsi ini membahas kasus
pembagian waris kepada anak angkat dimana orang tua
angkat menganggap kedudukan anak angkat sama
seperti anak kandung karena berdasar pada hukum adat
yang berlaku di Dukuh Duwet. Karya ini memiliki
kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal
pembagian waris terhadap anak angkat dengan anggapan
anak angkat sebagai anak kandung. Namun terdapat
perbedaan dimana dalam karya ini tidak terdapat
sengketa dalam pembagian waris.

17 Praptiyani, “Sengketa Praktik Pemberian Wasiat Orang Tua
Angkat Kepada Anak Angkat Di Desa Kebojongan Kecamatan Comal
Kabupaten Pemalang” (Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan, 2022).

18 Munifatun Nurrohim, “Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat
Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Duku Duwet)”
(Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).
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3. Skripsi dengan judul “Kedudukan Status Hukum dan
Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum
Islam dan KUHPerdata” yang ditulis oleh Khoirudin
Yusuf, Universitas Islam Indonesia Tahun 2023."
Skripsi ini membahas mengenai persamaan dan
perbedaan kedudukan waris anak angkat dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerdata.
Dalam KHI anak angkat bukanlah ahli waris sehingga
tidak mendapatkan warisan akan tetapi mendapatkan
wasiat wajibah. Sedangkan dalam KUHPerdata
kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung.
Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis
dimana penelitian penulis akan membahas analisis
sengketa waris antara anak angkat dan saudara kandung
pewaris.

4. Skripsi dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Waris
Secara Mediasi (Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah di
Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”
yang ditulis oleh Nadhiful Marom, Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022.%° Skripsi ini
membahas mengenai penyelesaian sengketa pada suatu
keluarga dengan secara damai. Penyelesaian sengketa
dilakukan dengan mediasi melibatkan tokoh masyarakat
sebagai mediator atau pihak yang netral. Penelitian ini
memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu

19 Khoirudin Yusuf, “Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris
Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPerdata”
(Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

20 Nadhiful Marom, “Penyelesaian Sengketa Waris Secara Mediasi
(Studi Kasus Keluarga Ibu Parminah Di Desa Dombo Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
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meneliti sengketa waris pada satu keluarga, kemudian
perbedaannya adalah penelitian ini membahas tata cara
penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mediasi
sedangkan penelitian penulis menganalisis praktik
pembagian dan kronologi terjadinya sengketa.

5. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Pembagian Harta
Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan
Ahli Waris Utama” oleh Dwi Kasih Maharani Taib, Nur
Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba,
Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Doktin, Vol. 1 No.
3, Tahun 2023. Jurnal ini membahas mengenai kasus
dimana orang tua angkat memberikan harta waris lebih
banyak kepada anak angkat daripada harta waris yang
diberikan kepada anak kandung. Alasan yang menjadi
dasar pembagian tersebut adalah karena anak angkat
lebih tua daripada anak kandung yang merupakan ahli
waris yang sah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian
penulis adalah jurnal ini tidak membahas mengenai
sengketa, sedangkan dalam penelitian penulis membahas
sengketa waris.

6. Jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Anak
Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta
Kelahiran” oleh Wahyu Utami dan Peni Rinda
Listyowati, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Jurnal UNISSULA, Tahun 2020.2! Jurnal ini membahas
mengenai praktik pengangkatan anak yang terjadi
masyarakat, dimana ada yang melalui penetapan
pengadilan dan ada yang langsung mendaftarkan di

2l Utami and Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak
Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.”
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak
kandung. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis dalam hal anak angkat yang
didaftarkan sebagai anak kandung sehingga memperoleh
akta kelahiran sebagai anak kandung, namun berbeda
dengan penelitian penulis yang juga menganalisis
sengketa antara anak angkat dengan saudara kandung
pewaris.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian yuridis empiris karena menggunakan
data yang diperoleh langsung dari masyarakat.”
Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan
(field research) karena dalam penelitian ini penulis
mengamati fakta-fakta in concreto yang terjadi di
masyarakat.”> Jenis penelitian ini dianggap sesuai
dengan judul penelitian yaitu untuk menggali fakta
terhadap fenomena yang terjadi melalui teknik
wawancara dan observasi. Dalam hal ini, peneliti
melakukan wawancara terhadap narasumber yang
memiliki informasi akurat terkait permasalahan
penelitian ini untuk mencari data dan menemukan fakta,
yaitu R selaku anak angkat Bu Sri Sunarsih, Bu Sri
Rahayu selaku saudara kandung Bu Sri Sunarsih, Bu
Waridah selaku tetangga, Bapak Rahmat Rois selaku
ketua RT, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh

22 Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum:
Doktrinal Dan Non-Doktrinal (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020),
50.

23 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani,
Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 47.
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agama, Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat,
dan Bu Fitri Miftachurrochmah selaku sekretaris desa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus
karena untuk mengungkap fakta berdasarkan
karakteristik ilmiah suatu individu atau kelompok untuk
memahami dan mengungkap fenomena yang terjadi
secara mendalam.>* Selanjutnya data yang telah
diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan
memaparkan serta menjelaskan data-data yang telah
ditemukan oleh peneliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data-data bertempat di Desa Bebengan
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Alasan peneliti
memilih lokasi penelitian ini adalah kasus sengketa yang
ditemui oleh peneliti berada lokasi tersebut.
3. Jenis Data dan Bahan Hukum
Jenis data yang terhimpun dalam hasil penelitian ini
dikelompokkan ke dalam 2 jenis data, yaitu:

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh
langsung melalui penelitian lapangan yang kemudian
diolah oleh penulis.”® Data ini diperoleh dengan
mengunakan teknik wawancara kepada informan dan
narasumber, dalam hal ini adalah pihak anak angkat
yaitu R, pihak saudara kandung dari pewaris yaitu Ibu
Sri Rahayu, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh
agama, Bapak Bowo Basuki selaku tokoh masyarakat
yang dapat memberikan informasi terkait pokok
permasalahan yang diteliti.

24 Nugroho, Haryani, and Farkhani, 54.
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), 106.
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh peneliti melalui penelusuran
literatur atau kepustakaan, seperti buku Figh Mawaris
karya Hasanudin, buku [lmu Faraid karya Mokhamad
Rohma Rozikin, buku Rekonstruksi Huku Kewarisan
Islam karya Habiburrahman, dan buku-buku lain
yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Peraturan
perundang-undangan, Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, skripsi dan jurnal ilmiah yang relevan dengan
pokok penelitian, ayat-ayat Al-Qur’an dan arsip yang
berkaitan dengan pokok permasalahan waris.

Kemudian bahan hukum yang terhimpun dalam

penelitian ini meliputi:

a.

b.

Bahan Hukum Primer

1) Al-Qur’an

2) Hadits

3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Bahan Hukum Sekunder

1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
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4) Buku Figh Mawaris karya Hasanudin, buku Ilmu
Faraid karya Mokhamad Rohma Rozikin, buku
Rekonstruksi Huku Kewarisan Islam karya
Habiburrahman, dan buku-buku lain yang relevan
dengan hukum kewarisan.

5) Penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal
ilmiah yang membahas masalah waris.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus, seperti KBBI Daring dan kamus hukum
daring.

2) Ensiklopedia, seperti ensiklopedia hukum daring.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi atau percakapan
yang dilakukan peneliti guna memperoleh data atau
informasi terhadap objek penelitian.?® Peneliti
melakukan ~ wawancara  langsung  dengan
mengajukan beberapa pertanyaan terkait objek
penelitian untuk memperoleh data dan menggali
fakta. Peneliti membuat instrumen wawancara
terlebih dahulu dengan adanya kemungkinan
improvisasi sesuai keadaan dan data yang
diperlukan. Narasumber dan informan dalam
penelitian ini adalah pihak anak angkat yaitu R,
pihak saudara kandung pewaris yaitu Ibu Sri
Rahayu, Bapak Rahmat Rois selaku Ketua RT 2 RW
5 Dusun Simbang, Bapak Muhammad Marsudi
selaku tokoh agama Desa Bebengan, Bapak Bowo
Basuki selaku tokoh masyarakat Desa Bebengan,

26 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar:
Syakir Media Press, 2021), 143.
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dan Ibu Fitri  Miftachurrochmah  selaku
Sekretaris/Carik Desa Bebengan.
b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan melalui pengamatan dan
pencatatan terhadap objek penelitian secara
sistematis.?’” Peneliti melakukan observasi yaitu
dengan cara pengamatan terhadap narasumber
wawancara dan pencatatan hasil wawancara
terhadap pihak anak angkat yaitu R, pihak saudara
kandung pewaris yaitu Ibu Sri Rahayu, Bapak
Rahmat Rois selaku Ketua RT 2 RW 5 Dusun
Simbang, Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh
agama Desa Bebengan, Bapak Bowo Basuki selaku
tokoh masyarakat Desa Bebengan, dan Ibu Fitri
Miftachurrochmah selaku Sekretaris/Carik Desa
Bebengan pada kasus sengketa waris anak angkat
dan saudara kandung keluarga Bu Sri Sunarsih yang
menjadi objek penelitian.

c. Studi kepustakaan

Studi  kepustakaan = merupakan  teknik
pengumpulan  data dengan dengan cara
mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis
mengumpulkan referensi berupa buku Figh
Mawaris karya Hasanudin, buku Ilmu Faroidh
karya Mokhamad Rohma Rozikin, dan buku-buku
lain serta jurnal ilmiah mengenai hukum kewarisan
Islam.

27 Abdussamad, 147.
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5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap mengubah data hasil
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan menjadi
informasi.?® Data primer dan data sekunder yang telah
diperoleh selanjutnya dilakukan reduksi data, yaitu
pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang
diperoleh dari lapangan agar memperoleh gambaran
yang lebih jelas dan sederhana.” Selanjutnya, data
dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan
menjelaskan, memaparkan, dan menguraikan, serta
menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah dalam
sengketa waris.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Pembahasan penelitian ini, akan dibagi menjadi
lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Pembagian Waris
Saudara Kandung dan Anak Angkat dalam Hukum Islam.
Dalam bab ini akan memuat tinjauan umum mengenai
hukum waris Islam, sengketa waris dalam hukum Islam,
kedudukan waris saudara kandung dalam hukum Islam, dan
kedudukan anak angkat dalam hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum dan Praktik Pembagian
Waris di Desa Bebengan Kecamatan Boja. Pada bab ini
penulis akan memaparkan mengenai profil Desa Bebengan,
kronologi kasus dan praktik pembagian waris terhadap

2 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum
(Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 129.
2 Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.
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anak angkat (R) keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan
Kecamatan Boja.

BAB 1V Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa
Waris Antara Saudara Kandung dan Anak Angkat (Studi
Kasus Keluarga Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan
Boja). Bab ini merupakan hasil penelitisan dan pembahasan
pada literatur dan data yang telah diperoleh penulis. Pada
bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan
analisis praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat
keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan
Boja yang menjawab rumusan masalah pertama. Kemudian
analisis hukum Islam terhadap sengketa waris antara
saudara kandung dan anak angkat keluarga Bu Sri Sunarsih
di Desa Bebengan Kecamatan Boja yang menjawab
rumusan masalah kedua.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari
hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini juga memuat
saran-saran bagi beberapa pihak khususnya keluarga Bu Sri
Sunarsih, masyarakat Desa Bebengan, dan Pemerintah Desa
Bebengan serta kata penutup.



BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN
WARIS DAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM
ISLAM

A. Waris dalam Hukum Islam
a. Pengertian Waris
Kata waris atau warasa dalam Al-Qur’an memiliki
arti memberi, menganugerahkan, atau menggantikan
kedudukan. Kata waris berasal dari mawaris (<Ase)
merupakan bentuk jamak dari mirdas (&) yang secara

bahasa berarti perpindahan harta dari seseorang kepada
orang lain.! Sedangkan secara istilah berarti
berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada
ahli waris yang masih hidup, baik berupa harta benda
seperti rumah, tanah, dan uang, namun juga termasuk
hal-hal milik pewaris yang dimiliki secara sah
berdasarkan syara’ seperti manfaat dan hak.?> Berbeda
dengan pendapat Hasby As-Shiddigie yang dikutip
Nofiardi, memberikan definisi fikih mawaris adalah
ilmu untuk megetahui orang-orang yang mewarisi dan
tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh ahli waris serta
cara pengembaliannya.’

Ilmu waris atau ilmu mawaris atau fikih mawaris
juga biasa dikenal dengan ilmu faraid. Kata faraid

1 Al-Anshary and Lusdianto, llmu Faraid: Dalam Teori Dan
Praktek, 1.

2 Mokhamad Rohma Rozikin, [llmu Faroidh: Cara Mudah
Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa (Malang: Universitas
Brawijaya Press, 2015), 5.

3 Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek, 3.
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(u=il ) merupakan bentuk jamak dari faridhoh (%)
dimana secara bahasa memiliki arti “ketentuan”.
Ketentuan yang dimaksud adalah bahwa dalam waris
Islam telah ditentukan siapa saja yang mendapat harta
warisan dan berapa besar bagian yang didapat. Dapat
diartikan bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang membahas
mengenai ketentuan siapa saja yang berhak menerima
warisan, berapa kadar besaran yang diterima, dan tata
cara pembagiannya.*

Pendapat Qol’ahji yang mengemukakan bahwa
definisi dari ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari
mengenai tata cara pembagian harta waris kepada orang
yang berhak menerimanya.’ Menurut Habiburrahman
kata pewarisan memiliki arti perpindahan hak dan
kewajiban tentang kekayaan orang yang telah meninggal
kepada orang yang masih hidup dengan bagian-bagian
yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur’an maupun
Hadits.® Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin
a disebutkan bahwa,

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan  hak  pemilikikan  harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.’

4 Al-Anshary and Lusdianto, Ilmu Faraid: Dalam Teori Dan
Praktek, 2.

5 Rozikin, Ilmu Faroidh: Cara Mudah Memahami Ilmu Waris
Islam Dengan Teknik L-Tansa, 4.

6 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin a.
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b. Dasar Hukum Waris Islam
1. Ayat-ayat Al-Qur’an

Al-Qur’an menjadi dasar hukum utama dalam
hukum waris Islam. Di dalam ayat Al-Qur’an
dijelaskan mengenai masalah kewarisan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Berikut ayat-ayat
Al-Qur’an mengenai masalah harta waris dengan
pewarisnya dijumpai pada Q.S An-Nisaa’ ayat 33,
Q.S Al-Anfal ayat 75, dan Q.S. Al-Ahzab ayat 6.

Q.S An-Nisaa’ ayat 33

s 5305 08 35 & s s 45

B D8 Oa i AP0 iSOG Bk

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta
yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat,
Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berilah kepada merecka

bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan
segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 33)®

Q.S Al-Anfal ayat 75

8 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, Al-Qur'an dan
Terjemahannya, 83.
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“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu
kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu
maka orang-orang itu termasuk golonganmu
(juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan
kerabat itu sebagian lebih berhak tehadap
sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di
dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal (8):
75)°

Selanjutnya adalah  ayat-ayat  Al-Qur’an
mengenai aturan pembagian warisan yang dijumpai
pada Q.S. An-Nisaa’ ayat 7-14, ayat 34, dan ayat 176.

Q.S. An-Nisaa’ ayat 7-14

“Bagi orang-orang ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi
orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

® Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, Al-Qur'an dan
Terjemahannya, 186.
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sedikit atau banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan. "(Q.S. An-Nisaa’ (4): 7)'°

Gl sy AT 3T el as 13

s s 18 15 25 A0

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir

kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka

berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang
baik.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 8)!!

o

o 18 rils 00 185 9 0 2

e N33 1l a7 1AL e e s
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-
orang yang seandainya meninggalkan di
belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir tehadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara

dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’
(4):9)"

s Oflasos i 1
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan

harta anak yatik secara zalim, sebenarnya mereka
itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka

10 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 78.
11 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 78.
12 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 78.
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akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala
(neraka)” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 10)"
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“Allah mensyariatkan (mewaﬂbkan) kepadamu
tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan
jika anak itu semuanya perempuan yang
Jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka
dua pertigadari harta yang ditinggalkan. Jika dia
(anak perempuan) itu seorang saja, maka dia
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).
Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,
Jika dia (vang meninggal) mempunyai anak. Jika
dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan
dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja),
maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka

13 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 78.
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ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
utangnya. (lentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih banyak manfaatnya darimu. Ini
adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisaa’ (4):
11)14

i’i",pj"\;:.é-fﬁ/zj&}}jr}}” aﬂsz;éé@

s &;3 3
35k ;@Vusw;m-f@ogﬁgfw
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“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua
dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,
Jjika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka
(istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat ~ seperempat dari  harta  yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang
mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

14 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 78.



28

Para istri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu
buat atau (dan) utang-utangmu. Jika seseorang
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua
Jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersama-sama dalam bagian yang
sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya
dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha
Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. An-Nisaa’
4): 12)

Ay gty AT wdad a5 AT 3902 Sl
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“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa
taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan
memasukkannya ke dalam surga-surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka
kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang
agung.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 13)!¢

15 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 79.
16 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 79.
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“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-
Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api
neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan

mendapat azab yang menghinakan.” (Q.S. An-
Nisaa’ (4): 14)"7

Q.S. An-Nisaa’ ayat 34

J‘ ks A J«” L s‘f
N &ijﬁx 5;3\2&/ A Lis & R
S 3kt BB pA s @W‘ 3 GAeART

FS Be SEAT &)t Egile 145

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan
(istri), karena Allah telah melebihkan sebagian
mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah
memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan  yang  saleh, adalah
mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri
ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah
menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang
kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu
beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan

17 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 79.
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(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari
alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah
Maha Tinggi, Maha Besar.”’(Q.S. An-Nisaa’ (4):
34)18

Q.S. An-Nisaa’ ayat 176

.b‘)u;.ﬂ.b;wj‘ﬂ “i"H}j\fd\’a’//c
ngja\}l@ u\rﬁ AT G2 e YT
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah). Katakanlah ‘Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah, (vaitu) jika seseorang
mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi
mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh
harta saudara perempuan), jika dia tidak
mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan
dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki
dan perempuan, maka bagian seorang saudara
laki-laki sama dengan bagian dua saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

18 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 84.
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kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisaa’(4):
176)"

. Hadits
Dasar hukum waris Islam setelah Al-Qur’an

adalah hadits atau sunah rasul. Meskipun ayat-ayat
Al-Qur’an telah menguraikan secara jelas mengenai
aturan pembagian waris, namun hadits melengkapi
hukum waris yang tidak disebutkan dalam Al-
Qur’an. Berikut beberapa hadits yang telah dikutip
mengenai hukum waris.
1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

Imam Muslim

Rasulullah Saw bersabda:

15 d3Y 58 g b sl il
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“Berikanlah harta warisan itu kepada orang-
orang yang berhak, dan sisanya untuk
keluarga laki-laki terdekat” (Hadits riwayat
Bukhari dan Muslim)*

Dan Rasulullah Saw juga bersabda:
et s Yy 5 el 5 Y

“Orang Islam tidap dapat mewarisi orang
kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi

19 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 176.
20 Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek, 7.
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orang Islam.” (Hadits riwayat Bukhari dan
Muslim)?!

2) Hadist riwayat dari Hudzail ibn Syurahbil dimana
Rasulullah Saw menetapkan bagian untuk anak
perempuan separuh  bagian, untuk cucu
perempuan dari anak laki-laki adalah seperenam
bagian sebagai penyempurna dari sepertiga, dan
sisanya untuk saudara perempuan. (Hadist
diriwayatkan oleh Imam Bukhari)

3. Ijma’ dan Ijtihad
Ijma’ dan Ijtihad dari kalangan sahabat maupun
para ulama sepeninggal Rasulullah Saw memiliki
peran yang sangat penting terutama dalam masalah
kewarisan. Masalah kewarisan yang belum
ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadits perlu adanya

Ijma’ dan Ijtihad. Masalah tersebut antara lain aul,

radd, gharawain (ahli waris hanya suami atau istri

dengan orang tua pewaris), jad wal ikhwah (kakek
bersama saudara), serta masalah lain yang belum
disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sehingga
para sahabat dan wulama dituntut untuk bisa
menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap
berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits.?
¢. Syarat dan Rukun Waris
Syarat dalam istilah fikih dapat dipahami dengan
sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan untuk
menjadikan suatu keabsahan yang lain menjadi
sempurna. Maka yang dimaksud dengan syarat waris

21 Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori Dan Praktek.

22 Destri Budi Nugraheni and Haniah I[lhami, Pembaruan Hukum
Kewarisan Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2014), 8.
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adalah sesuatu yang diperlukan sebagai penyempurna
keabsahan dari pembagian harta waris. Akibat dari
tidak terpenuhinya syarat tersebut menjadikan
pembagian waris tidak sah. Adapun syarat pewarisan
sebagai berikut?:
1. Kematian pewaris (orang yang mewariskan)
Hukum waris dapat dilaksanakan ketika si
pewaris telah meninggal dunia secara hakiki.
Kematian hakiki disini diartikan bahwa pewaris
dipastikan benar-benar telah meninggal. Pembagian
harta warisan tidak sah apabila si pewaris sedang
koma atau mengalami kematian otak.**
2. Adanya ahli waris yang masih hidup
Syarat selanjutnya yaitu ahli waris harus dalam
keadaan hidup ketika pembagian harta waris.
Apabila ahli waris telah meninggal dunia sebelum
pewaris meninggal, maka ahli waris tersebut tidak
bisa diberi harta waris.
3. Tidak ada penghalang mewarisi
Pewarisan tidak sah apabila terdapat
penghalang dalam mewarisi. Misalnya ahli waris
membunuh pewaris, maka ahli waris tersebut gugur
haknya mewarisi harta dari pewaris yang
dibunuhnya.

Adapun rukun adalah hal-hal yang harus
dilaksanakan sebelum masuk pada pokok pekerjaan
tersebut. Sehingga rukun waris dapat dipahami sebagai
hal-hal yang harus ada/dilaksanakan sebelum

2 Rozikin, llmu Faroidh: Cara Mudah Memahami llmu Waris
Islam Dengan Teknik L-Tansa, 24.

24 Rozikin, llmu Faroidh: Cara Mudah Memahami llmu Waris
Islam Dengan Teknik L-Tansa.
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melaksanakan pewarisan. Apabila ada salah satu rukun
yang tidak terpenuhi maka pembagian waris tidak
dapat dilakukan. Rukun waris tersebut adalah sebagai
berikut®:

1.

Pewaris (muwarris)
Definisi pewaris dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 171 poin b menyebutkan,
Pewaris adalah orang yang pada saat
meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal
berdasarkan keputusan Pengadilan Agama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.®®
Ahli waris (waaris)
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
171 poin c disebutkan,
Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah
atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris.*’

. Harta waris (maurus)

Harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 171 poin e disebutkan,
Harta waris adalah harta bawaan ditambah
bagian dari harta bersama setelah digunakan
untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

25 Hasanudin, Figh Mawaris: Problematika Dan Solusi (Jakarta:

Kencana, 2022), 17.

26 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin b.

27 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin c.
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(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian
untuk kerabat.*®
d. Sebab-Sebab Mewarisi

Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, ada tiga
hal yang dapat membuat seseorang berhak mendapatkan
harta warisan®’, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan darah atau kekeluargaan
Seseorang baik laki-laki, perempuan, anak-anak
maupun bayi yang ada dalam kandungan dapat
memperoleh harta waris apabila ada hubungan darah
atau kekeluargaan. Namun ketentuan dalam
hubungan kekeluargaan ini juga meyebutkan bahwa
kerabat yang lebih dekat dapat menghalangi kerabat
yang jauh.
2. Hubungan perkawinan
Seseorang dapat mewarisi apabila ada hubungan
perkawinan dengan pewaris. Perkawinan yang sah
dapat menjadi sebab saling mewarisi suami dengan
istrinya yang meninggal dunia ataupun sebaliknya.
3. Hubungan wala’ (memerdekakan hamba sahaya)
Memerdekakan seorang budak dapat menjadi
penyebab hubungan kewarisan atau yang disebut
dengan al-wala’. Bagian yang didapat oleh orang
yang memerdekakan budak ialah 1/6 dari harta
warisan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
hanya menyebutkan 2 hal sebab mewarisi, yaitu pada
Pasal 174 yang menyebutkan®’:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

28 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin e.

2% Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi
(Depok: Rajawali Pers, 2017), 316-318.

30 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174.
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a. Menurut hubungan darah:
o Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak
laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
e Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda
atau janda
2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda
atau duda.

B. Waris dalam Hukum Perdata
Menurut Wirjono Pradjodikoro dalam buku karya
Fatmawati memberikan definisi waris sebagai suatu
persoalan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban
mengenai harta kekayaan seseorang yang meninggal
dunia beralih kepada orang yang masih hidup.*!
Sedangkan menurut Ali Afandi yang dimaksud dengan
warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan
orang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi oleh
hutang yang dimilikinya.’? Dasar hukum waris perdata
terdapat dalam Buku II KUHPerdata mulai dari Pasal
830-Pasal 1130 KUHPerdata.
a. Syarat pewarisan
1. Adanya kematian dari pewaris (Pasal 830
KUHPerdata).
2. Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat
terjadinya pewarisan (Pasal 836 KUHPerdata).
3. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan.

31 Irma Fatmawati, Hukum Waris Perdata: Menerima Dan
Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya (Sleman: Penerbit
Deepublish, 2020), 6.

32 Fatmawati, 5.
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b. Cara mendapatkan warisan

Ada dua cara mendapatkan warisan dalam
KUHPerdata. Pertama, pewarisan berdasarkan undang-
undang (ab intestato) kepada keluarga yang sedarah
dengan pewaris.** Terdapat empat golongan ahli waris
berdasarkan hubungan sedarah, yaitu:

1. Ahli waris golongan |
Meliputi suami atau istri yang hidup terlama dan
keluarga garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak dan
keturunannya.
2. Ahli waris golongan I1
Meliputi keluarga garis lurus ke atas, yaitu
orang tua dan saudara baik laki-laki maupun
perempuan dan keturunannya.
3. Ahli waris golongan 11
Meliputi kakek dan nenek serta garis lurus ke
atas setelahnya.
4. Ahli waris golongan IV

Meliputi keluarga garis ke samping dan kerabat
lainnya.

Kedua, pewarisan berdasarkan surat wasiat atau
testamen (festamentair). Surat wasiat ini berupa surat
pernyataan pewaris mengenai hal yang dikehendaki
apabila pewaris telah meninggal dunia. Namun testamen
ini tidak menghapus hak waris ab intestato.>*

c. Legitieme portie

Pengertian legitieme portie tertuang pada Pasal 913

KUHPerdata,

33 Aryono and Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Hukum Waris
(Bantul: Pustaka Baru Press, n.d.), 48.
3% Aryono and Santoso, 49.
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Legitieme portie atau bagian warisan menurut
undang-undang ialah bagian dan harta benda yang
harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis
lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya
orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan
sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang
yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.>
Legitieme portie ini diperuntukkan bagi ahli waris
sedarah dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke
atas. Legitieme portie ini tidak diperuntukkan bagi suami
atau istri dan saudara-saudara pewaris. Dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Garis lurus ke bawah: anak-anak keturunan pewaris
yang tertuang pada Pasal 914 KUHPerdata.*®
2. Garis lurus ke atas yang tertuang pada Pasal 915
KUHPerdata.*’
3. Anak luar kawin yang telah diakui sah yang tertuang
pada Pasal 916 KUHPerdata.*®
. Pengangkatan anak
Pengaturan mengenai anak angkat tidak dijelaskan
secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), namun ketentuan mengenai
pengangkatan anak termuat dalam Staatblad Nomor 129
Tahun 1917. Menurut Pasal 12 dari Staatblad tersebut,
anak yang diangkat memiliki konsekuensi hukum yang
setara dengan anak kandung, sehingga anak angkat
berhak atas warisan dengan status yang sama seperti ahli
waris yang diatur oleh undang-undang atau dalam hal
warisan tanpa wasiat (ab intestato). Dengan demikian,

35 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 913.
36 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 914.
37 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 915.
38 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 916.
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kedudukan anak angkat diakui setara dengan anak
kandung sebagaimana diatur dalam Pasal 852
KUHPerdata.* Namun perlu digaris bawahi bahwa
dalam proses pengangkatan anak tetap melalui putusan
pengadilan agar status anak tersebut terjamin dan tidak
dapat dibatalkan oleh siapapun.*’

C. Sengketa Waris
a. Pengertian sengketa

Hukum waris Islam telah mengatur secara rinci
mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta
waris dan berapa besar bagiannya. Namun hal itu tidak
menutup kemungkinan bahwa dalam pembagian harta
waris ada saja pihak yang tidak setuju atau bahkan
dirugikan dari pembagian waris tersebut. Hal tersebut
akan memicu konflik diantara ahli waris lainnya,
sehingga memicu munculnya sengketa waris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
kata sengketa memiliki arti sebagai sesuatu yang
menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran,
perbantahan, pertikaian, perselisihan, atau perkara
(dalam pengadilan).*! Sengketa juga dapat diartikan
sebagai keadaan dimana terdapat pihak yang merasa

39 Ni Wayan Manik Prayustini and I Ketut Rai Setiabudhi, “Hak
Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum
Perdata,” Kertha Semaya 2, no. 2 (2014): 1-5,
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333981&val
=907&title=HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM PERDATA.

40 Adelia Rosalina, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris
Menurut Kitab Undang—Undang Hukum Perdata,” Jurnal llmu Hukum 8
(2022): 198-211, http://ejurnal.untag-
smd.ac.id/index.php/DD/article/view/6199/5747.

4l Kemdikbud, “KBBI VI Daring”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/,
diakses 10 Oktober 2024.
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dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan
tersebut merasa tidak puas sehingga timbul perselisihan
atau perbedaan tujuan.*’ Menurut Ali Achmad dalam
penelitian Dina Rahmawati mengemukakan bahwa
sengketa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih
yang diawali dengan perbedaan persepsi mengenai suatu
hak milik atau kepentingan yang berakibat hukum kedua
pihak.®

Berdasarkan definisi sengketa di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa sengketa adalah perbedaan pendapat
atau tujuan antara dua pihak atau lebih mengenai
kepentingan atau hak milik terhadap sesuatu, sehingga
menimbulkan perselisihan atau pertengkaran yang dapat
berakibat hukum. Sehingga pengertian dari sengketa
waris adalah perbedaan pendapat antara ahli waris
mengenai hak milik atau bagian waris mercka yang
menimbulkan perselisihan atau pertengkaran.

b. Penyelesaian sengketa waris

Sengketa waris yang terjadi di masyarakat
umumnya karena rasa ketidakpuasan terhadap bagian
yang didapat. Penyebab lain adalah salah satu pihak
merasa dirugikan, atau ada ahli waris yang tidak
mendapat bagian, atau ada ahli waris yang menguasai
seluruh harta warisan. Oleh karena itu penyelesaian
sengketa waris menjadi sangat penting dalam menjaga
rasa keadilan dan ketertiban sosial.**

4 Dina Rahmawati, “Analisa Penyelesaian Sengketa Pada
Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Indekos Di Kecamatan Pati Skripsi”
(Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), 23.

4 Rahmawati, “Analisa Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian
Lisan Sewa Menyewa Indekos Di Kecamatan Pati Skripsi.”

4 Muhammad Khaled, “Konsep Penyelesaian Sengketa Harta
Warisan Dalam Hukum Islam,” Jurnal AlI-Mizan 10, no. 2 (2023): 123-134.
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Penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi maupun
non litigasi. Berikut jalur penyelesaian sengketa waris,
yaitu:

1. Penyelesaian non litigasi
Sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak
harus menyelesaikan dengan cara non litigasi, yaitu
dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat
ini dapat dilakukan dengan cara para pihak keluarga
berkumpul dan menyelesaikan sengketa dengan
kekeluargaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
183 menyebutkan,
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan
perdamaian dalam pembagian harta warisan,
setelah masing-masing menyadari bagiannya. *®
Musyawarah ini dapat dilakukan oleh para pihak
sendiri ataupun dibantu pihak ketiga, yaitu dengan
cara mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian
sengketa oleh para pihak dengan cara berunding
dengan dibantu pihak ketiga untuk memperoleh
kesepakatan.*® Pihak ketiga ini bisa dari tokoh adat,
tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang
dipercaya oleh para pihak.
2. Penyelesaian litigasi
Penyelesaian dengan jalur litigasi adalah
penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan.
Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat

4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 183.

4 Adani Fathyyah Firsada, “Tinjauan Yuridis Tentang
Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian” (Universitas
Muslim Indonesia Yogyakarta, 2023), 9.
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mengajukan ke Pengadilan Agama. *’ Sesuai dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan,

Kompetensi absolut Pengadilan Agama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang Islam dalam bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, dan shodaqoh serta ekonomi
syariah.®

D. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagian Waris
Bagi Saudara
a. Golongan ahli waris laki-laki dan perempuan

1. Golongan ahli waris laki-laki
1) Suami
2) Kakek
3) Ayah
4) Anak laki-laki
5) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
6) Saudara laki-laki kandung
7) Saudara laki-laki seayah
8) Saudara laki-laki seibu
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
11) Paman yang sekandung dengan ayah
12) Paman yang seayah dengan ayah

47 Safira Firda Ivena, “Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian
Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil” (Universitas
[slam Sultan Agung Semarang, 2021), 30.

4 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 49.
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13) Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah
14) Anak laki-laki paman seayah dengan ayah

2. Golongan ahli waris perempuan

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Istri

Nenek (garis ibu)

Nenek (garis ayah)

Ibu

Anak perempuan

Cucu perempuan (dari anak laki-laki)
Saudara perempuan sekandung
Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seibu

b. Golongan ahli waris berdasarkan bagian yang
diterima
1. Golongan ahli waris dzawil furudl!

Ahli waris dzawil furudl adalah ahli waris yang

bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur’an (al-
furudl al-mugaddarah), yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3,
dan 1/6. Berikut ahli waris dzawil furudl, bagian yang
diperoleh, serta sebab memperoleh®:

1)

Ahli waris yang memperoleh bagian 1/2:

a) Suami, bila tidak ada anak atau cucu.

b) Anak perempuan, bila seorang diri dan tidak
bersama anak laki-laki.

¢) Cucu perempuan, bila seorang diri dan tidak
bersama cucu laki-laki.

d) Saudara perempuan kandung, bila seorang diri
dan tidak bersama saudara laki-laki kandung.

4 Al-Anshary and Lusdianto, llmu Faraid: Dalam Teori Dan
Praktek, 42—44.
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e) Saudara perempuan seayah, bila seorang diri
dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
2) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/4:
a) Suami, bila ada anak atau cucu.
b) Istri, bila tidak ada anak atau cucu.
3) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/8:
a) Istri, bila ada anak atau cucu.
4) Ahli waris yang memperoleh bagian 2/3:

a) Anak perempuan, bila dua orang lebih dan
tidak bersama anak laki-laki.

b) Cucu perempuan, bila dua orang atau lebih
dan tidak bersama cucu laki-laki.

¢) Saudara perempuan kandung, bila dua orang
atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
kandung.

d) Saudara perempuan seayah, bila dua orang
atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki
seayah.

5) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/3:

a) Ibu, bila tidak ada anak atau cucu, atau tidak
ada dua saudara atau lebih.

b) Saudara seibu (laki-laki/perempuan), bila ada
dua orang atau lebih.

6) Ahli waris yang memperoleh bagian 1/6:

a) Ayah, bila ada anak atau cucu laki-laki.

b) Ibu, bila ada anak atau cucu, atau ada dua
saudara atau lebih.

¢) Kakek, bila ada anak atau cucu laki-laki dan
tidak ada ayah.

d) Nenek, bila tidak ada ibu.



45

e) Cucu perempuan, bila ada anak perempuan
dan tidak ada cucu laki-laki.
f) Saudara perempuan seayah, bila ada seorang
saudara perempuan kandung.
g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, bila
hanya seorang.
2. Golongan ahli waris ashabah
Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang
menerima bagian sisa dari ahli waris dzawil furudi.

Apabila bagian dari ahli waris dzawil furud! telah

dibagikan maka sisanya diberikan kepada ahli

ashabah. Ketika bagian ahli waris dzawil furud! tidak
ada sisa, maka ahli waris ashabah tidak mendapat
bagian.*

1) Ashabah bi al-nafs, yaitu ahli waris yang menjadi
ashabah karena dirinya sendiri, bukan karena
sebab lain.’! Berikut yang termasuk ashabah bi al-
nafs adalah:

a) Anak laki-laki

b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki

c) Ayah

d) Kakek dari ayah

e) Saudara laki-laki kandung

f) Saudara laki-laki seayah

g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
1) Paman kandung

j) Paman seayah

30 Nugraheni and Ilhami, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di
Indonesia, 92.
3! Hasanudin, Figh Mawaris: Problematika Dan Solusi, 41.
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k) Anak laki-laki paman kandung
1) Anak laki-laki paman seayah
m) Laki-laki yang memerdekakan

2) Ashabah bi al-ghair, yaitu ahli waris perempuan
yang menjadi ashabah karena ada ahli waris laki-
laki yang sederajat dengannya.’”> Berikut yang
termasuk ashabah bi al-ghair adalah:

a) Anak perempuan, bila bersama anak laki-laki.

b) Cucu perempuan, bila bersama cucu laki-laki.

¢) Saudara perempuan kandung, bila bersama
saudara laki-laki kandung.

d) Saudara perempuan seayah, bila bersama
saudara laki-laki seayah.

3) Ashabah ma’a al-ghair, yaitu ahli waris
perempuan yang menjadi ashabah karena ada
ahli waris perempuan yang tidak sederajat
dengannya. Berikut yang termasuk ashabah
ma’a al-ghair adalah:

a) Saudara perempuan kandung, bila bersama
anak perempuan atau cucu perempuan (satu
orang atau lebih).

b) Saudara perempuan seayah, bila bersama
anak perempuan atau cucu perempuan (satu
orang atau lebih).

3. Golongan ahli waris dzawil arham

Ahli waris dzawil arham merupakan ahli waris

yang memiliki hubungan kekeluargaan (hubungan

darah) dengan orang yang meninggal (pewaris)
namun bukan termasuk golongan ahli waris dzawil

52 Hasanudin, 41.
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furudl dan ahli waris ashabah. Ahli waris dzawil
arham tidak berhak mendapat bagian waris kecuali
pewaris tidak memiliki ahli waris dzawil furud! dan
ahli waris ashabah.> Apabila dibandingkan dengan
ahli waris dzawil furudl dan ahli waris ashabah ahli
waris dzawil arham merupakan kerabat jauh dari
pewaris. Contohnya, kakek dari jalur perempuan,
atau cucu perempuan dari anak perempuan.’*
c. Pembagian waris bagi saudara
Seorang pewaris akan meninggalkan ahli waris
ketika meninggal dunia. Ahli waris ada banyak
macamnya namun yang paling dekat dengan pewaris
adalah suami atau istri, ayah, ibu, dan anak. Apabila
pewaris tidak memiliki anak ketika meninggal dunia,
maka saudara dari pewaris berhak mendapat bagian.
Saudara merupakan ahli waris yang bagiannya telah
ditentukan dalam Al-Qur’an (dzawil furudl) serta
merupakan ahli waris yang mendapat ashabah.>
Bagian waris saudara serta kemungkinan-
kemungkinannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Saudara perempuan kandung memiliki lima
kemungkinan:

1) Mendapat 1/2 bila seorang diri dan tidak bersama
anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki
kandung.

2) Mendapat 2/3 bila dua orang atau lebih

33 Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 304.

34 Hasanudin, Figh Mawaris: Problematika Dan Solusi, 50.

35 Nanda Septianingtyas and Khairani Bakri, “Ahli Waris Saudara
Dan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Islam,” Reformasi Hukum
Trisakti 4, no. 1 (2022): 129-137.
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3) Mendapat ashabah bi al-ghair bila bersama

saudara laki-laki kandung.

4) Mendapat ashabah ma’a al-ghair bila bersama

anak atau cucu perempuan

5) Terhijab bila ada anak atau cucu laki-laki, dan

ayah.

. Saudara perempuan seayah memiliki enam

kemungkinan:

1) Mendapat 1/2 bila seorang diri dan tidak bersama
saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan
kandung.

2) Mendapat 2/3 bila dua orang atau lebih dan tidak
anak atau cucu perempuan, saudara kandung.

3) Mendapat 1/6 bila bersama dengan saudara
perempuan kandung.

4) Mendapat ashabah bi al-ghair bila bersama
saudara laki-laki seayah.

5) Mendapat ashabah ma’a al-ghair bila bersama
anak atau cucu perempuan.

6) Terhijab bila bersama anak atau cucu laki-laki,
ayah, saudara kandung (laki-laki atau
perempuan) ketika bersama anak atau cucu
perempuan (dari anak laki-laki).

. Saudara laki-laki atau perempuan seibu memiliki tiga

kemungkinan:

1) Mendapat 1/6 bila seorang diri.

2) Mendapat 1/3 bila dua orang atau lebih.

3) Terhijab bila bersama anak, cucu, ayah, kakek.

. Saudara  laki-laki kandung memiliki tiga

kemungkinan:
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1) Mendapat ashabah bin al-nafs bila tidak bersama
anak atau cucu laki-laki, atau ayah.

2) Mendapat 1/3 dalam masalah musytarakah.

3) Terhijab bila bersama anak atau cucu laki-laki,
ayah

5. Saudara laki-laki seayah memiliki dua kemungkinan:

1) Mendapat ashabah bin al-nafs bila tidak bersama
anak atau cucu laki-laki, ayah, saudara kandung
bersama anak atau cucu perempuan.

2) Terhijab bila bersama anak atau cucu laki-laki,
ayah, saudara kandung bersama anak atau cucu
perempuan.

E. Kedudukan Anak Angkat
a. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan

Kompilasi Hukum Islam
Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia
karena menyatukan laki-laki dan perempuan dengan
tujuan menjaga eksistensi manusia dan melahirkan
generasi penerus dalam masyarakat. Maka dari itu
perkawinan dipandang sebagai sarana dan upaya untuk
memelihara keberlanjutan keturunan.’® Namun realita
yang terjadi di masyarakat, banyak pasangan suami istri
yang tidak dikaruniai keturunan karena berbagai faktor.
Sehingga mereka memutuskan untuk mengangkat

anak.

Anak angkat dalam hukum Islam dikenal dengan
istilah al-tabbani yang memiliki pengertian sama

36 Lathifah Munawaroh, Isu-Isu Kontemporer Perkawinan
(Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, tt), 6.
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dengan adopsi.’’ Dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 171 poin h didefinisikan sebagai berikut,
Anak  angkat adalah  anak yang dalam
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.>®

Kedudukan anak angkat dalam firman Allah SWT
pada Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

das g s 1 ol 33 1B o

Y R o

Bekedl oz U il B4 Oyl o J1 1Se 5]
PR R =R TS HAR G HR AR

/’Q‘

Pl

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati
dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-
istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia
pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah
perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan
sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar)” (Q.S Al-Ahzab (33): ayat 4)*

57 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di

Indonesia, 153.

8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin h.

% Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, Al-Qur’an dan
Terjemahannya, 418.



“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan
(mereka) nama bapak mereka. Itulah yang adil di
sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak
mereka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak
ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi
(vang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab (33): ayat 5)%°

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, anak angkat
tetap bernasab pada orang tua kandungnya tidak boleh
dinasabkan pada orang tua angkatnya. Ayat tersebut
secara tegas melarang memberlakukan anak angkat
seperti halnya anak kandung seperti menasabkan anak
angkat dengan orang tua angkat, maupun memberikan
hubungan saling mewarisi. Pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam hanya dibatasi pada
pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak
anak seperti hak-hak anak kandung, namun tidak boleh
menghilangkan nasab anak angkat dari orang tua
kandungnya.®! Menurut Mahmud Syaltut

60 Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 418.
6 Ade Kurniawan Akbar, “Wasiat Terhadap Harta Peninggalan
Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam,” A/ Imarah: Jurnal
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pengangkatan anak ialah mengambil anak orang lain
untuk dirawat dan diberikan kasih sayang layaknya
anak sendiri tanpa menyematkan status anak
kandung.®?

Hukum Islam tidak melarang pengangkatan anak,
namun yang dilarang adalah ketika pengangkatan anak
tersebut berakibat pada berubahnya nasab anak angkat
yang dinasabkan pada orang tua angkat.®* Menurut
pendapat Yusuf Al-Qardlawi yang dikutip oleh
Habiburrahman, bahwa mengangkat anak kemudian
menasabkannya pada orang tua angkat adalah haram
dan bertentangan nash Al-Quran. Terlebih lagi ketika
pembagian warisan, anak angkat diposisikan sebagai
ahli waris yang menerima harta waris seperti halnya
anak kandung. Hal tersebut tentu melanggar ketentuan
nash.®

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak
berakibat hukum pada status anak angkat. Anak angkat
tidak dapat mewarisi dan menjadi ahli waris dari orang
tua angkatnya. Berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadits,
anak angkat tidak disebutkan ketentuannya sehingga
tidak berhak mendapat bagian. Kompilasi Hukum

Pemerintahan Dan  Politik Islam 3, no. 2 (2018): 167-188,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150.

2 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2019), 87-88.

9 Mahardhika Budi Putrantia, “Kedudukan Anak Angkat Yang
Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat,” Jurnal Akta
Notaris 2, no. 1 (2023): 68-83,
https://doi.org/https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895.

6 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di
Indonesia, 157.
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Islam (KHI) Pasal 174 mengenai golongan ahli waris
menyebutkan®:
1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
o Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak
laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
o Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dari nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:
duda atau janda
2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda
atau duda.

Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) di atas anak angkat tidak termasuk dalam
golongan ahli waris menurut hubungan darah maupun
menurut hubungan perkawinan. Sehingga anak angkat
tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkat
melainkan hanya boleh menjadi ahli waris dari orang
tua kandungnya. Hal ini berbeda ketika anak yang
diangkat masih memiliki hubungan kekerabatan yang
berhak mendapat bagian, misalnya anak angkat
tersebut adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah (keponakan laki-
laki). Tentu saja anak angkat tersebut berhak mendapat
harta waris.

. Wasiat Wajibah

Meskipun anak angkat tidak berhak mendapat
harta waris, namun anak angkat berhak mendapat
bagian harta waris dari orang tua angkatnya melalui

95 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174.
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wasiat. Wasiat berasal dari kata washiyyah (%»3) yang

memiliki arti pesan, nasihat, atau perintah. Definisi
wasiat adalah pemberian harta dari seseorang kepada
orang lain secara suka rela yang berlaku setelah
pemberi wasiat tersebut wafat.%® Wasiat menurut
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin f disebutkan,
“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku
setelah pewaris meninggal dunia.”®’

Wasiat pada dasarnya adalah adalah tindakan yang
didorong atas keinginan sendiri atau juga disebut
ikhtiariyah. Namun wasiat juga dapat menjadi wajib
ketika aparat negara atau penguasa memiliki
kewenangan untuk membuat peraturan perundang-
undangan untuk memaksa seseorang memberikan
wasiat yang wajib atau yang dikenal dengan wasiat
wajibah.®® Wasiat wajibah ini biasa diberikan kepada
kerabat yang tidak mendapatkan harta waris, misalnya
cucu laki-laki maupun perempuan. Terkait wasiat untuk
anak angkat, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur
wasiat wajibah terhadap orang tua angkat dan anak
angkat yang termuat dalam Pasal 209, yang berbunyi:

1) Harta anak angkat dibagi berdasarkan Pasal
176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas,
sedangkan terhadap orang tua angkat yang
tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

Rajawali

% Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta:
Pers, 2014), 107.

7 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin f.

%8 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, 120.



55

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak
angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah  sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.®

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyebutkan anak angkat dapat memperoleh harta
peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat
wajibah dengan tidak lebih dari 1/3 bagian. Apabila
harta yang diberikan untuk wasiat melebihi dari 1/3,
hanya diperbolehkan ketika semua ahli waris
menyetujuinya sesuai dengan Pasal 195 poin (2)
Kompilasi Hukum Islam (KHI)”’. Kemudian pada
Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyebutkan jika ahli waris tidak menyetujui
pemberian wasiat yang melebihi 1/3, maka harta yang
diberikan hanya sampai 1/3 bagian.”!

. Akta Kelahiran Anak Angkat

Definisi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
Pasal 1 angka 2 tentang Penyelenggaraan
Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa:

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang

mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali

yang sah, atau kekuasaan orang lain yang
bertanggung jawab untuk pengasuhan, pendidikan,

% Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.
70 Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 poin (2).
71 Kompilasi Hukum Islam Pasal 201.
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dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga
orang tua angkat.

Prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kemudian pengaturan
khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur
dalam Pasal 397 yaitu:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan yang terbaik bagi anak dan
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah
antara Anak yang diangkat dengan Orang Tua
kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran,
dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan
agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya,
orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus

72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 5.

73 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39.
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menyertakan  identitas Anak  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama
Anak disesuaikan dengan agama mayoritas
penduduk setempat.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan (2a) bahwa

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah
dengan orang tua kandungnya dan wajib mencatatkan
identitas awal anak pada akta kelahiran.”

Akta kelahiran anak merupakan dokumen
kependudukan berdasarkan Undang-undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 1 ayat 8 menyebutkan,

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi
yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 poin (1) lebih
lanjut menyebutkan “Asal usul seorang anak hanya
dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti
lainnya.”” Namun dalam hal akta kelahiran anak
angkat harus dibuat berdasarkan aturan yang berlaku
dengan mencatatkan identitas awal anak. Apabila akta

74 Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 1 ayat 8.

76 Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 poin (1).
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ditulis dengan mencantumkan orang tua angkat sebagai
orang tua kandung, maka hal tersebut tetap tidak akan
mengubah fakta nasab anak angkat yang sebenarnya.”’

77 Shidiq, Fikih Kontemporer, 90.



BAB III
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK
PEMBAGIAN WARIS DI DESA BEBENGAN
KECAMATAN BOJA

A. Gambaran Umum Desa Bebengan
a. Profil Desa Bebengan

Desa Bebengan merupakan sebuah desa yang
berlokasi di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal,
Provinsi Jawa Tengah. Desa Bebengan memiliki luas
wilayah kurang lebih 3 km? dan terletak 310 meter di atas
permukaan air laut. Desa Bebengan terbagi menjadi
empat dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Karangjati,
Dusun Simbang-Badaan, dan Dusun Somopuro. Letak
geografis Desa Bebengan yaitu terletak diantara':

a) Sebelah utara : Desa Meteseh dan Desa
Merbuh

b) Sebelah selatan : Desa Blimbing

c) Sebelah barat : Desa Kedungsari

d) Sebelah timur : Desa Boja

Pembagian wilayah Desa Bebengan dijabarkan sebagai

berikut?:

a) Pemukiman : 120,03 ha

b) Pertanian Sawah : 145,76 ha

¢) Lading/tegalan : 30,00 ha

d) Hutan 0,00 ha

e) Rawa-rawa 0,00 ha

! Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.
2 Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.
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f) Perkantoran : 1,44 ha
g) Sekolah 5,00 ha
h) Jalan : 45,60 ha
i) Lapangan sepak bola : 1,00 ha

. Sejarah Desa Bebengan

Awal terbentuknya Desa Bebengan ada kaitannya
dengan makam sunan Bromo tepatnya di daerah Depok.
Sunan Bromo adalah seorang santri dari pesantren atau
perguruan Merthopadhan Kerajaan Kasepuhan Cirebon.
Ketika Sunan Walisongo ingin menunjukan seorang ajar
yang masih beragama Hindu di daerah Banyubiru yang
bernama Ki Ajar Bundhit dan Ki Ajar Bogharawa di
pertapahan sekar langit Walisongo menugaskan kepada
Keraton Kasepuhan Cirebon untuk menunjukan Ki Ajar
tersebut. Kemudian Kesultanan Cirebon menugaskan
kepada Ki Ageng Selo Prandopo pemilik pesantren
Mertopadhan yang memiliki empat orang putra yaitu Ki
Bagus Aji, Ki Bagus Kertonadi, Ki Bagus Benowo dan
Ki Bagus Rambat.

Pada waktu itu yang ditunjuk untuk berangkat
adalah Ki Bagus Kertonadhi dan Ki Bagus Benowo.
Keduanya menjalankan tugasnya sambil menyebarkan
agama Islam di sepanjang jalan sampai 6 bulan. Bagus
Kertonadhi, Bagus Benowo dan kakaknya tidak
memberikan kabar kepada ayahandanya, maka dari itu
Ki Selo Pradopo kemudian mengutus Ki Bagus Aji di
suruh mencari adik-adiknya tiga orang tersebut. Dalam
perjalananya Ki Bagus Aji mampu menunjukkan ke
orang-orang atau pengikut Ki Ajar Bundit, Ki Ajar
Bogarawa, Ki Ajar Bawang yang belum masuk Islam
kemudian dilslamkan oleh Ki Bagus Aji dan perjalanan
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Ki Bagus Aji ternyata sampai ke barat lereng gunung
Ungaran dan bertemu tiga adiknya.

Namun Bagus Kertonadhi tidak mau pulang ke
Cirebon dan ingin menetap ke Banyubiru. Akhirnya
dijjinkan oleh saudara-saudaranya untuk menetap di
Banyubiru. Sementara itu Ki Bagus Aji dan adiknya
pangeran Benowo melanjutkan ke arah barat, tiba di
suatu desa ternyata terhalang oleh banjir besar, mereka
bersaudara mencari jalan untuk menyebrang ternyata
perjalanan ke utara, barat untuk menyebrang tidak
menemukan jalan untuk menyebrang dan kembali ke
tempat itu lagi berulang-ulang kali mereka bersaudara
berputar-putar di daerah tersebut yang tempatnya
diantara Blimbing sampai ke Meteseh selalu ubeng-
ubengan di situ. Kemudian oleh Ki Bagus Aji berkata
besok ramainya zaman daerah itu di beri nama bebengan
dari kata ubeng- ubengan. Setelah mencari jalan
menembus banjir untuk pulang ke Cirebon, akhirnya Ki
Bagus aji dan saudara-saudaranya menetap di suatu
kampung yang bernama depok atau pandhepokan dan
merupakan tanah perdikan atau tidak dikenai pajak oleh
penguasa zaman dahulu dan inilah asal usul Desa
Bebengan.

Pada tahun 1937 kepala Desa dijabat oleh Mbah
Yani yang administrasinya mengikuti Desa Bebengan
Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan kepala desa
dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala desa
adalah Mbah Yani sampai dengan tahun 1945, yang
selanjutnya dijabat oleh Mbah Diyat (1945-1948), pada
tahun 1950 digantikan oleh Bapak Suwito dengan
carik/sekdes Bapak Yuli sampai dengan tahun 1963.

Pada tahun 1964 Bapak Sundari menjabat kepala
desa sampai tahun 1978, karena dalam menjalankan
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tugasnya kurang stabil maka digantikan oleh Bapak
Kusman dengan Carik/Sekdes Bapak Margun sampai
tahun 1979 kemudian Desa Bebengan terus berkembang
dengan Kepala Desa’:

a)
b)
c)

d)

2

h)

)

Tahun (1979-1987) Bapak Kusman dan Bapak
Rochimin sebagai Sekdes.

Tahun (1987-1999) Bapak Safi'i Abdul Salam dan
Bapak Rochimin sebagai Sekdes.

Tahun (1999-2002) Bapak Sukisworo dan Bapak
Rochimin sebagai Sekdes.

Tahun (2002-2007) Bapak Rochimin (Pj. Kades)
dan Bapak Rochimin sebagai Sekdes.

Tahun (2007-2013) Bapak Wastoni dan Ibu
Nurningsih Sebagai (Pj. Sekdes)

Tahun (2013-2018) Bapak Wastoni dan Bapak
Nurkafidin sebagai Sekdes.

Tahun (2018-2019) Bapak Wastoni dan Ibu Fitri
Miftachurrochmah sebagai Sekdes.

Tahun (2019-2020) Bapak Nurkafidin (Pj. Kades)
dan Ibu Fitri Miftachurrochmah sebagai Sekdes.
Tahun (2020-sekarang) Bapak Wastoni dan Ibu
Fitri Miftachurrochmah sebagai Sekdes.

¢. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Bebengan pada tahun 2023

tercatat sebanyak 8.491 jiwa dengan jumlah kepala
keluarga (KK) sebanyak 2.963. Jumlah tersebut terdiri
dari penduduk laki-laki sebanyak 4.213 jiwa dan
penduduk perempuan sebanyak 4.278 jiwa.*

3 Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.
4 Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.
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Tabel 3.1

Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
NO | KETERANGAN L P JML
1 0-4 255 251 506
2 5-9 337 316 653
3 10-14 355 338 693
4 15-19 300 297 597
5 20-24 338 374 712
6 25-29 353 307 660
7 30-34 324 315 639
8 35-39 299 311 610
9 40-44 302 386 638
10 45-49 297 266 563
11 50-54 288 290 578
12 55-59 255 285 540
13 60-64 216 202 418
14 65-69 142 145 287
15 70-74 83 76 159
16 75.... 69 119 188

Jumlah 4213 | 4278 | 8.491

Pada tabel diatas terlihat perbandingan jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu
jauh. Desa Bebengan didominasi oleh penduduk
yang memiliki umur produktif.

Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Bebengan sangat
bervariatif, namun tergolong cukup baik apabila
dilihat dari jumlah penduduk dengan tingkat
pendidikan akhir SLTA/Sederajat. Hal ini
dipengaruhi oleh lokasi Desa Bebengan yang dekat
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dengan perindustrian. Oleh karena itu banyak
penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi melainkan langsung bekerja di
sektor industri. Berikut data pendidikan akhir
penduduk Desa Bebengan®:

Tabel 3.2
Data Pendidikan Akhir Penduduk Desa
Bebengan
NO | KETERANGAN L P JML
Tidak/Belum
b1 Sekolah 1.051 | 982 | 2.033
Belum Tamat
2 SD/Sederajat 277 297 574
Tamat
3 SD/Sederajat 771 963 | 1.734

4 | SLTP/Sederajat 635 633 1.268
5 | SLTA/Sederajat 1.147 | 1.005 | 2.152
6

Diploma I/IT 14 15 29
7 Akademi/Diploma 93 124 217
11
g ?1ploma IV/Strata 210 250 460
9 | Stratall 15 9 24
Jumlah 4213 | 4278 | 8.491

Data lembaga pendidikan yang berada di
Desa Bebengan Kecamatan Boja terdiri dari 6
gedung TK/PAUD, 5 gedung SD, 1 gedung
SLTP/MTs, 3 gedung SLTA/MA, dan lembaga
nonformal yaitu 5 gedung TPQ.

5 Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan



65

e. Keagamaan

Penduduk Desa Bebengan mayoritas memeluk
agama Islam, hal tersebut ditandai dengan jumlah
musholla dan masjid di Desa Bebengan yang
berjumlah 8 buah. Selain itu Desa Bebengan juga
mempunyai 2 gereja. Berdasarkan observasi
penulis kegiatan keagamaan yang menjadi
kegiatan rutin di Desa Bebengan ada peringatan 1
Muharram dan peringatan hari besar Islam,
barzanji setiap malam Jumat dan malam Senin,
kegiatan pengajian dan majlis taklim setiap hari
Ahad di beberapa masjid, kegiatan TPQ, kegiatan
tahlilan rutin setiap sepekan sekali yang dilakukan
di masing-masing RT, serta kegiatan tahlilan 7
harian, 40 hari, 1000 hari, dan haul bagi keluarga
yang telah meninggal dunia®. Berikut data
keagamaan di Desa Bebengan’:

Tabel 3.3
Data Penduduk Berdasarkan Agama
KETERANG
NO AN L P JML

1 Islam 4.074 | 4.124 8.198
2 | Kristen 95 107 202
3 | Katholik 43 47 90
4 | Hindu 0 0 0
5 Budha 1 0 1

Jumlah 4213 | 4.278 8.491

¢ Wawancara dengan Bapak Muhammad Marsudi pada tanggal 4
November 2024.
7 Arsip Dokumen Kantor Balai Desa Bebengan.
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B. Kronologi Kasus dan Praktik Pembagian Waris
Anak Angkat Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan
a. Kronologi Kasus dan Praktik Pembagian Waris

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam tidak
memiliki akibat hukum dalam hubungan darah atau
nasab. Anak angkat tetap bernasab pada orang tua
kandungnya. Sehingga dalam hal waris mewarisi, anak
angkat tidak berhak mewarisi dari orang tua angkatnya,
melainkan hanya berhak mewarisi dari orang tua
kandungnya. Hal ini dikarenakan salah satu sebab
mewarisi adalah hubungan darah atau nasab.®

Masalah krusial yang kerap kali terjadi di
masyarakat adalah ketika orang tua angkat menganggap
anak angkat seperti halnya anak kandung, sehingga anak
angkat akan mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini
akan menimbulkan masalah di kemudian hari ketika ada
saudara kandung dari pewaris yang meminta bagian
warisnya karena pewaris tidak memiliki anak kandung
dan orang tua. Apabila pihak anak angkat dan pihak
saudara kandung saling menginginkan bagian mereka,
maka akan timbul sengketa waris.

Seperti salah satu kasus yang terjadi pada keluarga
Ibu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja.
Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa
pihak terkait sengketa waris, yaitu R selaku anak angkat
dari Bu Sri Sunarsih, Bu Sri Rahayu selaku adik kandung

8 Nur Aisyah, “Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan
Hukum Perdata,” El-Iqthisady. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020, 101—
13, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2il.14137.
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dari Bu Sri Sunarsih, Bapak Rahmat Rois selaku ketua
RT 2 RW 5 Dusun Simbang Desa Bebengan tempat
objek tanah, dan Ibu Waridah selaku tetangga dekat dari
Bu Sri Sunarsih. Awal mulanya pasangan suami istri Pak
Padmo dan Bu Sri Sunarsih mengangkat seorang bayi
berjenis kelamin perempuan pada tahun 1993
dikarenakan Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih tidak
memiliki anak dalam pernikahan mereka. Menurut
keterangan Bu Waridah, ketika mengangkat anak
tersebut usia Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih sudah tua
atau tidak produktif lagi. Bayi yang diangkat itu dibawa
dari Blora ketika berumur kurang dari 1 bulan dan diberi
nama R. Ketika bayi tersebut dibawa ke Desa Bebengan,
Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih telah membuatkan akta
kelahiran R. Kemudian mereka tinggal bersama di
rumah yang terletak di Dusun Simbang Desa Bebengan.
9

Sekitar tahun 2004, mereka berkunjung ke rumah
saudara dari Pak Padmo yang berada di Solo. Pada saat
itu usia Pak Padmo sudah tua dan kondisi kesehatan
menurun, sehingga Pak Padmo meninggal dunia ketika
mereka masih berada di Solo. Pak Padmo dimakamkan
di daerah Gandekan, Solo.' Kemudian pada tahun 2009,
ketika Bu Sri sedang menyapu halaman tiba-tiba beliau
terjatuh dan pingsan. Bu Sri dibawa ke rumah sakit di
daerah Semarang dan meninggal dunia. Saat itu yang
mengurus biaya rumah sakit serta pemakaman adalah
kakak dari Bu Sri yang bernama Bu Darwati. Bu Sri
Sunarsih dimakamkan di Semarang.!" Kemudian Bu

2024.

® Wawancara dengan Ibu Waridah pada tanggal 3 November 2024.
10 Wawancara dengan R pada tanggal 22 November 2024,
! Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada tanggal 24 November
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Darwati dan keluarga datang ke rumah Bu Sri Sunarsih
untuk mengambil sebuah televisi, sertifikat tanah, dan
perhiasan.'?

Setelah meninggalnya Bu Sri Sunarsih, R ikut dengan
adik dari Bu Sri yang bernama Pak Sumarji yang tinggal
di Boyolali. Pada waktu itu R baru berumur 16 tahun.
Selama di rumah Pak Sumarji, R sering dimarahi dan
dibatasi kegiatan sekolahnya oleh keluarga Pak Sumarji,
bahkan R juga tidak diperbolehkan mengikuti lomba. R
merasa tidak nyaman dan mengatakan seakan-akan tidak
diterima oleh keluarga Pak Sumarji. Oleh karenanya R
menceritakan hal tersebut kepada guru di sekolahnya.
Kemudian guru yang bernama Bu Handayani itu
berinisiatif untuk mengasuh R dan membiayai
Pendidikan R hingga lulus dari perguruan tinggi.'?

Pada tahun 2021, R akan menikah dan ia datang ke
rumah saudara dari Pak Padmo untuk meminta menjadi
wali nikah. Pada saat itu, saudara dari Pak Padmo baru
menceritakan bahwa R bukanlah anak kandung.
Mendengar kenyataan tersebut R pun jatuh sakit
menjelang pernikahannya. Setelah menikah, R menetap
di daerah Banten dan mendapat pekerjaan disana.
Kemudian R menuturkan kepada peneliti dalam
wawancara'4,

Saya berencana untuk menjual tanah yang berada di

Bebengan dan akan digunakan untuk membangun

rumah di Banten karena saat ini saya berdomisili di

Banten.

R dan suaminya menetap di Banten dengan menempati
rumah kontrakan. R berpikir bahwa tidak ada

12 Wawancara dengan R pada tanggal 22 November 2024.
13 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.
14 Wawancara dengan R.
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kemungkinan ia kembali ke Desa Bebengan, sehingga
lebih baik tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih tersebut
dijual.’®
Tanah warisan Bu Sri Sunarsih terbagi menjadi 2
yaitu, tanah seluas 393 m? dan 165 m? yang terletak
berdampingan. R berniat menjual 2 bidang tanah
tersebut untuk digunakan membangun rumah di Banten.
Kemudian R pergi menemui Bu Darwati untuk meminta
sertifikat. Hal itu menjadi awal mula perebutan tanah dan
objek perebutan adalah tanah yang seluas 393 m?
Masing-masing saudara kandung dari Bu Sri ingin
meminta bagian karena mereka tidak setuju jika semua
tanah menjadi hak R. Berikut penuturan dari R'®,
Sempat ada sengketa karena di Bebengan ada tanah
seluas 393 m’ dan 165 m’, namun yang bersertifikat
adalah tanah yang seluas 393 m’, tanah itulah yang
mejadi objek sengketa. Sedangkan tanah seluas 165
m’ belum bersertifikat dan saudara ibu tidak tahu
bahwa tanah itu juga milik ibu. Keluarga Ibu
Darwati pernah meminta bagian dengan alasan
sebagai ganti uang pemakaman ibu, namun pada
saat ibu sudah meninggal, perhiasan, televisi dan
sertifikat tanah dibawa oleh Bu Darwati. Kemudian
saudara ibu yang Boyolali dan yang di Gentan Kidul
juga meminta bagian. Saya bernegosiasi dengan
keluarga pihak Bu Darwati untuk mengembalikan
sertifikat tanah kepada saya. Kemudian pihak Pak
Sumarji dan Bu Sri Rahayu juga mengatakan akan
membawa masalah ini ke pengadilan, namun mereka
tidak mempunyai  bukti yang kuat untuk
membuktikan. Hasilnya, sertifikat tanah sudah

15 Wawancara dengan R.
16 Wawancara dengan R.
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kembali kepada saya pada tahun 2023. Tanah yang
seluas 165 m’ sudah laku terjual, namun tanah yang
seluas 393 m’ belum terjual.

Saudara kandung Bu Sri ingin menggugat R ke
Pengadilan Agama setempat, namun mereka kekurangan
bukti. R memiliki akta kelahiran sebagai anak kandung
dari Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih, dimana akta
kelahiran tersebut dinyatakan asli. R juga menuturkan
kepada penulis bahwasanya R mengakui dirinya sebagai
anak angkat dalam realita, sedangkan secara
administratif R tetap menganggap dirinya anak kandung
berdasarkan akta kelahiran.

Terkait jual beli tanah tersebut, R menyerahkan
kepada tetangga samping tanah peninggalan tersebut
bernama Pak Pulung.'” Dikarenakan R tidak pernah
menjalin komunikasi dengan saudara kandung Bu Sri
Sunarsih, maka saudara kandung Bu Sri Sunarsih hanya
dapat menghubungi Pak Pulung. Berikut penuturan Bu
Sri Rahayu'8,

Memang ada sengketa. Kami sebagai saudara
harusnya dapat bagian karena R hanya anak angkat,
tapi malah mendapatkan semua dan mau dijual. R
tidak ada rembukan ke saya dan tidak memberi
bagian ke saya. Saya merasa dilupakan, mbak. Mau
dibawa ke pengadilan tapi R punya akta kelahiran
itu, tertulis sebagai anak kandung, sehingga tidak
ada bukti hitam di atas putih yang menyatakan R
anak angkat. Jika kami hanya membawa saksi-saksi

17 Wawancara dengan Bapak Rahmat Rois pada tanggal 31 Oktober
2024.

18 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada tanggal 24 November
2024.
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saja, Pulung yang samping rumahnya itu bilang
kalau kurang kuat dan percuma saja jika dibawa ke
pengadilan.

Namun saudara kandung Bu Sri Sunarsih tetap ingin
mendapatkan hak mereka atas tanah tersebut. Terutama
Bu Sri Rahayu yang merasa tidak rela apabila semua
harta jatuh ke pihak R ditambah R selama ini tidak ada
komunikasi dengannya.'® Sengketa itu berlangsung
selama kurang lebih 2 hingga tahun 2023, karena pada
saat itu sertifikat tanah sudah di tangan R dan langsung
diurus untuk penjualan. Penuturan ini disampaikan
Bapak Rahmat Rois selaku Ketua RT 2 RW 5 Dusun
Simbang Desa Bebengan®,

Setahu saya awalnya memang ada sengketa karena
dari pihak saudara Bu Sri Sunarsih tidak terima jika
semua harta waris diberikan kepada anak angkat.
Ada yang tidak setuju dan meminta harta warisan
tersebut dibagi. Setahu saya sekarang sertifikat
sudah kembali kepada anak angkat dan rencana mau
menjual tanah tersebut lewat perantara Mas PDW.
Sengketa itu cukup lama sekitar 2 sampai 3 tahun
hingga akhirnya sekarang sudah dipasang patok
dijual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti
dapat menggambarkan bagan waris keluarga Bu Sri
Sunarsih, sebagai berikut:

19 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu.
20 Wawancara dengan Bapak Rahmat Rois pada tanggal 31 Oktober
2024.
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Keterangan:
A : Bu Sri Sunarsih
B : Pak Padmo (suami)
C : R (anak angkat)
D : Bu Darwati (saudara kandung)
E : Pak Sumarji (saudara kandung)
F : Bu Sri Rahayu (saudara kandung)
G: Ayah dari Bu Sri Sunarsih
H : Ibu dari Bu Sri Sunarsih

Selain itu, peneliti juga mendapat informasi penting
mengenai praktik pembagian waris terhadap anak angkat
pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih. Pada praktiknya, R
selaku anak angkat dari Bu Sri Sunarsih mendapat
seluruh harta warisan dari Bu Sri Sunarsih berupa 2
bidang tanah seluas 393 m? dan 165m’ tanpa
memberikan hak kepada ahli waris dari Bu Sri Sunarsih.
R mendapatkan harta warisan tersebut tidak melalui
pembagian waris hukum Islam maupun hibah. R merasa
berhak atas tanah warisan Bu Sri Sunarsih tersebut
berdasarkan bukti kepemilikan akta kelahiran.
. Pendapat Para Tokoh Setempat

Peneliti telah melakukan wawancara dengan tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan sekretaris desa mengenai
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praktik pembagian waris terhadap anak angkat kasus
keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan
Boja. Menurut Bapak Muhammad Marsudi selaku tokoh
agama setempat, pembagian waris bagi pewaris yang
tidak memiliki anak biasanya dibagikan kepada saudara-
saudaranya dengan cara musyawarah kekeluargaan.
Kemudian apabila pewaris memiliki anak angkat maka
untuk bagian waris anak angkat biasanya diberikan
ketika pewaris masih hidup.?!

Menurut Bapak Bowo Basuki selaku tokoh
masyarakat setempat, secara hukum agama Islam anak
angkat memang tidak berhak mendapatkan warisan dari
orang tua angkatnya, akan tetapi orang tua angkat
memiliki hak untuk memberikan hartanya kepada anak
angkat dengan cara hibah atau hadiah dengan tidak
melalaikan hak ahli waris lainnya. Hal itu bisa dilakukan
ketika orang tua angkat masih hidup apabila khawatir
terjadi sengketa dan anak angkat tidak mendapat bagian
di kemudian hari.*?

Menurut Ibu Fitri Miftachurrochmah selaku
Sekretaris Desa/Carik Desa Bebengan menuturkan
sangat jarang pihak yang datang ke kantor desa karena
bersengketa. Kalaupun ada, biasanya para pihak akan
menyelesaikan sengketa dengan musyawarah keluarga
terlebih dahulu. Selanjutnya beliau menjelaskan terkait
pembagian waris bagi anak angkat dapat dilakukan
dengan hibah dari orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan
ketika orang tua angkat masih hidup. Harta waris akan
diberikan kepada anak angkat sebagai hibah yang

2 Wawancara dengan Bapak Muhammad Marsudi pada tanggal 4
November 2024.

22 Wawancara dengan Bapak Bowo Basuki pada tanggal 31
Oktober 2024.
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kemudian segala surat terkait pemindahan harta diurus
oleh orang tua angkat. Namun ada juga yang
menggunakan wasiat dalam pembagian waris untuk anak
angkat.”

23 Wawancara dengan Ibu Fitri Miftachurrochmah pada tanggal 7
November 2024.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
SENGKETA WARIS ANTARA SAUDARA
KANDUNG DAN ANAK ANGKAT KELUARGA BU
SRI SUNARSIH DI DESA BEBENGAN

A. Analisis Praktik Pemberian Harta Waris terhadap
Anak Angkat pada Kasus Keluarga Bu Sri
Sunarsih di Desa Bebengan Kecamatan Boja

Praktik pemberian harta waris seringkali tidak sesuai
dengan syariat hukum Islam dikarenakan masyarakat lebih
memilih pembagian waris secara hukum adat dan
musyawarah kekeluargaan.' Hasil penelitian yang diperoleh
oleh penulis terhadap praktik pemberian harta waris kepada
anak angkat kasus keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan Kecamatan Boja menemukan bahwa harta
peninggalan Bu Sri Sunarsih beralih kepada R tanpa melalui
pembagian waris secara hukum Islam, hukum adat, maupun
musyawarah kekeluargaan. R, anak angkat Bu Sri Sunarsih,
mengklaim seluruh harta warisan berdasarkan akta
kelahiran yang mencantumkan namanya sebagai anak
kandung. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip
hukum Islam dan hukum positif Indonesia, yang membatasi
hak waris anak angkat.

! Pritha Wahyuni, Muammar Bakry, and Abdillah Mustari,
“Pemahaman Masyarakat Kabupaten Barru Terhadap Hukum Waris Islam
Dan Penerapannya; Perspektif Mazhab Al-Syafi’i Dan Hanafi,” Shautuna:
Jurnal llmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 4, no. 3 (2023): 984-1002,
https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32910.

75



76

Akta kelahiran yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan memang dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang autentik, akan tetapi realitanya
adalah R benar-benar anak angkat dan fakta tersebut diakui
oleh R sendiri.? Adanya akta kelahiran tersebut tidak dapat
mengubah R bernasab pada orang tua angkatnya, yakni Pak
Padmo dan Bu Sri Sunarsih, sehingga R tidak bisa mewarisi
harta peninggalan Bu Sri Sunarsih.

Di sisi lain, saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih yaitu
Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu ingin meminta
bagian waris dan tidak menyetujui apabila semua harta
peninggalan Bu Sri Sunarsih diberikan kepada R.
Akibatnya, terjadi perselisihan antara R dengan saudara
kandung Bu Sri Sunarsih tersebut dikarenakan R berniat
menjual semua tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih.
Perselisihan yang berujung pada sengketa ini belum ada
penyelesaian baik melalui musyawarah kekeluargaan
ataupun melalui pengadilan. R hanya melakukan negosiasi
dengan Bu Darwati untuk menyerahkan sertifikat tanah
milik Bu Sri Sunarsih, namun tidak ada kesepakatan antara
mereka terkait pembagian harta waris tersebut. Faktor yang
menyebabkan R bertindak demikian adalah:

1. Bukti kepemilikan akta kelahiran sebagai anak kandung
dari Bu Sri Sunarsih dan Pak Padmo sehingga R merasa
mempunyai hak atas harta peninggalan Bu Sri Sunarsih.

2. Kekerabatan yang kurang erat antara R dan saudara
kandung Bu Sri Sunarsih. Hal ini berdasarkan
keterangan R kepada penulis, setelah meninggalnya bu

2 Wawancara dengan R pada tanggal 22 November 2024.
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Sri Sunarsih R ikut dengan Pak Sumarji, namun di
Rumah Pak Sumarji R sering dimarahi dan dibuat tidak
nyaman dengan dibatasinya kegiatan sekolah R. Pada
akhirnya R pindah dan diasuh oleh salah satu guru
sekolahnya.® Kemudian dengan Bu Sri Rahayu, R tidak
menjalin ~ komunikasi/rembukan  terkait  harta
peninggalan Bu Sri Sunarsih, sehingga Bu Sri Rahayu
merasa dirinya dilupakan oleh R.*

3. R ingin membangun rumah di Banten. Dikarenakan R
telah menetap di Banten dan saat ini hanya menempati
rumah kontrakan, R ingin membangun rumah dengan
menjual tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih. R
mengatakan bahwa ia sudah tidak akan kembali ke Desa
Bebengan, Kecamatan Boja, sehingga R berpikir lebih
baik menjual tanah tersebut.

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

171 huruf h disebutkan “Anak angkat adalah anak yang

dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan
putusan pengadilan.” Selanjutnya pada Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (9) juga menyebutkan “Anak angkat adalah

anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

3 Wawancara dengan R.

4 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu pada tanggal 24 November
2024.

5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.
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membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga

orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”®

Pasal pada KHI dan Undang-undang di atas
memberikan definisi yang hampir sama tentang anak
angkat. Berdasarkan pasal di atas, kedudukan R sebagai
anak angkat hanya peralihan tanggung jawab terhadap biaya
pemeliharaan hidup, perawatan, biaya pendidikan, nafkah,
dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua
angkat, yaitu Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih. Hal penting
yang harus ditekankan adalah proses pengangkatan anak
harus berdasarkan putusan pengadilan dan tidak boleh
menghilangkan identitas awal R serta tidak boleh memutus
hubungan nasab R dengan orang tua kandungnya. Hal ini
dilakukan agar hak-hak anak angkat dapat terlindungi dan
terjamin sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat
merugikan anak angkat.

Hukum Islam sendiri membolehkan pengangkatan anak
apalagi dengan tujuan untuk kesejahteraan anak itu sendiri,
namun hal yang dilarang adalah menjadikan anak angkat
seperti halnya anak kandung. Pengangkatan anak menjadi
dilarang ketika terjadi hal-hal berikut ini’:

1. Menghilangkan identitas awal anak angkat serta
memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang
tua kandung.

2. Anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris dan
saling mewarisi dari orang tua angkatnya.

3. Orang tua angkat menjadi wali nikah dari anak angkat.

¢ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1
ayat (9).

7 Fajarwati, “Hak Dan Kewajiban Anak Angkat,” Jurnal Tahqiqa
18, no. 2 (2024): 15-32,
https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i2.238.
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Kedudukan R sebagai anak angkat tidak boleh
disamakan dengan anak kandung, oleh karena itu
pengangkatan R tidak mengubah status hukumnya menjadi
ahli waris dari Bu Sri Sunarsih melainkan tetap menjadi
ahli waris dari orang tua kandungnya. R sebagai anak
angkat tidak seharusnya mewarisi harta Bu Sri Sunarsih
apalagi hingga mengganggu hak ahli waris yang sah, yaitu
Bu Darwati, Pak Sumarji, dan Bu Sri Rahayu. Namun, R
tetap berhak atas harta dari Bu Sri Sunarsih dengan jalan
wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian.
Wasiat wajibah ini diberikan kepada R sebagai anak angkat
karena tidak mendapat wasiat dari Bu Sri Sunarsih.®

Pada praktik pembagian waris kepada R diatas,
ditemukan beberapa  kesalahan. Pertama, proses
pengangkatan R sebagai anak angkat tidak dilakukan sesuai
prosedur yang berlaku dan tidak dilakukan berdasarkan
putusan pengadilan. Kedua, Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih
membuat akta kelahiran tanpa mencantumkan identitas
awal dan nasab dari R, sehingga tertulis bahwa Pak Padmo
dan Bu Sri Sunarsih adalah orang tua kandung R.
Seharusnya dalam akta kelahiran tersebut disebutkan orang
tua kandung dari R dan diberi catatan pinggir bahwa R
diangkat oleh Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih. Ketiga,
pembagian waris dilakukan secara sepihak oleh R sehingga
R mendapat semua harta peninggalan Bu Sri Sunarsih.
Seharusnya R hanya mendapat sebanyak 1/3 bagian dari
harta peninggalan tersebut, sisa harta dibagikan kepada ahli
waris dari Bu Sri Sunarsih.

Dilihat melalui aspek sosiologis, praktik pembagian
waris dalam kasus ini menunjukkan ketidaksesuaian antara

8 Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.
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hukum Islam, hukum formal, dan norma sosial yang berlaku
pada masyarakat Desa Bebengan Kecamatan Boja,
meskipun masyarakat lebih sering mengutamakan
musyawarah kekeluargaan daripada hukum Islam sendiri.
Kemudian akta kelahiran milik R menciptakan persepsi
ganda pada masyarakat, yaitu R sebagai anak kandung
berdasarkan bukti autentik dan R sebagai anak angkat
berdasarkan fakta sosial.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan sekretaris Desa Bebengan
menunjukkan dalam kasus pewaris yang tidak memiliki
anak kandung biasanya dilakukan upaya musyawarah
kekeluargaan di antara saudara pewaris. Hal ini
mencerminkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman
yang cukup baik tentang batasan hak waris anak angkat
dalam hukum Islam, namun mereka juga mencari cara untuk
memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui
hibah atau wasiat yang dilakukan dengan musyawarah
kekeluargaan guna mencari solusi alternatif yang adil.

. Analisis Hukum Islam terhadap Sengketa Waris
antara Saudara Kandung dan Anak Angkat
Keluarga Bu Sri Sunarsih di Desa Bebengan
Kecamatan Boja
a. Hukum Islam

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171
poin h didefinisikan sebagai anak yang dalam pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan.” Namun anak angkat tidak memiliki hak untuk

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin h.
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mewarisi harta dari orang tua angkatnya dikarenakan anak
angkat tidak memenuhi sebab-sebab dapat mewarisi.

Sebab-sebab dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu
hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan/hubungan
darah, dan hubungan karena memerdekakan budak. Ada
juga yang menyebut hubungan kelslaman sebagai sebab
mewarisi. Namun hubungan kelslaman ini dimaksudkan
ketika pewaris tidak memiliki satupun ahli waris, maka
harta warisnya dibagikan untuk kepentingan umat muslim
melalui baitul mal."°

Kedudukan anak angkat dalam al-Qur’an diatur dalam
surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:
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“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati
dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu
yvang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak
menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu

(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di
mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan

10 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian
Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan
Agama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 68.



Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. Al-Ahzab
(33): ayat 4)"!
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“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi
Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka,
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu
Jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (vang ada dosanya)
apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab
(33): ayat 5)'2

Turunnya surat al-Ahzab ayat 4 melarang pengangkatan
anak lalu menjadikannya seperti anak kandung, apalagi
hingga berlaku hukum seperti terjadinya waris mewarisi.
Kemudian dalam surat al-Ahzab ayat 5 dengan jelas
menyebutkan bahwa anak angkat tetap bernasab pada ayah
kandungnya, sehingga dalam hal waris mewarisi maupun
perwalian, anak angkat menjadi ahli waris orang tua
kandungnya. Maka dari itu, haram hukumnya menjadikan
anak angkat seperti halnya anak kandung bahkan hingga

1" Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, A/-Qur’an dan
Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), 418.
12 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 418.
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timbul akibat hukum seperti waris mewarisi.'* Hal ini tentu
berbeda ketika anak yang diangkat masih kerabat dari orang
tua angkat, misalnya anak angkat tersebut merupakan
keponakan laki-laki dari ayah angkatnya yang mana
keponakan laki-laki termasuk dalam ahli waris ashabah.'*

Meskipun sumber hukum waris Islam merupakan dalil

yang qath’i, namun dalam pengimplementasiannya tetap
memandang nilai-nilai keadilan, seperti halnya bagian anak
angkat.”” Pada beberapa kasus anak angkat telah hidup
bersama orang tua angkat bahkan merawat ketika orang tua
angkat sakit. Apabila anak angkat tidak mendapat bagian
sama sekali, maka hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai
keadilan yang tumbuh di masyarakat.'® Maka dari itu,
hukum Islam memberikan jalan lain, yaitu dengan hibah
atau wasiat wajibah.

Anak angkat berhak mendapat bagian harta dari orang
tua angkatnya melalui wasiat yang tidak boleh lebih dari
1/3 dari harta peninggalan orang tua. Apabila orang tua
angkat tidak berwasiat, maka anak angkat diberi bagian 1/3
melalui wasiat wajibah. Seperti yang disebutkan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 poin 2 “Terhadap
anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang
tua angkatnya.”

13 Nayla Hayati and Sri Laksmi Anindita, “Pemberian Waris
Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di
Indonesia,”  Jurnal  Supremasi 14, no. 1 (2024): 117-130,
https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2249.

14 Achmad Yani, Faraidh Dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum
Waris Islam (Jakarta: Kencana, 2016), 80.

15 Imron Rosyadi, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga
Islam (Jakarta: Kencana, 2023), 301.

16 Rosyadi, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam.
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Pada kasus keluarga Ibu Sri Sunarsih di Desa
Bebengan Kecamatan Boja, Bu Sri Sunarsih tidak memiliki
anak kandung namun memiliki satu anak angkat Bernama
R. Sepeninggal Bu Sri Sunarsih, terjadi sengketa tanah
antara R dengan saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih. R
ingin menjual tanah peninggalan Bu Sri Sunarsih seluas 393
m? dan 165 m? untuk membangun rumah di Banten, namun
yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 393 m?
yang telah bersertifikat. Saudara-saudara Bu Sri Sunarsih
tidak mengetahui bahwa tanah seluas 165 m? yang terletak
di samping tanah seluas 393 m? juga milik Bu Sri Sunarsih.

Saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih tidak setuju
apabila R menjual seluruh tanah tersebut untuk dirinya
sendiri dan ingin meminta bagian dari tanah seluas 393 m?
karena mereka mengetahui status R hanyalah anak angkat.
Padahal anak angkat hanya boleh mendapat wasiat wajibah
yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta. Apabila harta untuk
wasiat melebihi dari 1/3, hanya diperbolehkan ketika semua
ahli waris menyetujuinya sesuai dengan Pasal 195 poin (2)
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian pada Pasal 201
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan jika ahli waris
tidak menyetujui pemberian wasiat yang melebihi 1/3, maka
harta yang diberikan hanya sampai 1/3 bagian, harta yang
selebihnya 1/3 itu tidak sah menjadi milik R dan menjadi
batal demi hukum. Menurut pendapat ahli hukum Islam pun
mengatakan sependapat bahwa batas wasiat wajibah hanya
1/3 bagian. Apabila wasiat tersebut melebihi 1/3 maka
diselesaikan dengan salah satu cara dari penyelesaian
berikut'”:

1. Dikurangi hingga batas 1/3 harta peninggalan, atau

17 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Jakarta:
Sinar Grafika, 2016), 133-134.



85

2. Diminta persetujuan ahli waris yang berhak terhadap
harta yang diberikan lebih dari 1/3 bagian dari harta
peninggalan tersebut.

Pada kasus ini, saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih
tidak setuju apabila tanah peninggalan itu diberikan untuk
anak angkat semua. Sedangkan anak angkat tetap
bersikukuh pada pendapatnya bahwa ia berhak atas seluruh
tanah peninggalan tersebut dikarenakan anak angkat
memiliki akta kelahiran yang menyatakan sebagai anak
kandung dari Bu Sri Sunarsih dan Pak Padmo. Meskipun
secara hukum administratif berdasarkan Undang-undang
Administrasi Kependudukan anak angkat dinyatakan
sebagai anak kandung berdasarkan akta kelahiran'®, namun
harta yang diberikan hanya 1/2 bagian, sisanya dibagikan
kepada saudara kandung. Akan tetapi adanya akta kelahiran
ini membuat saudara-saudara dari Bu Sri Sunarsih tidak
memiliki bukti lain yang cukup kuat untuk mengajukan
gugatan ke pengadilan agama.

Penyelesaian sengketa waris dapat ditempuh dengan
jalur non litigasi melalui perdamaian atau musyawarah
kekeluargaan atau dengan jalur litigasi melalui pengadilan
agama. Penyelesaian sengketa waris menjadi kompetensi
absolut pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan

18 Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.
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Agama serta asas personalitas kelslaman menjadi dasar
kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, ekonomi syari’ah."

Jika melihat kedudukan saudara kandung, seharusnya
saudara kandung berhak atas harta waris karena mereka
termasuk dalam golongan ahli waris sebab hubungan
kekerabatan/hubungan darah. Seperti firman Allah dalam
Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 6,
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“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin
dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya
adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai
hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling
mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang
mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau

kamu hendak berbuat baik kepada saudara-
saudaramu” (Q.S Al- Ahzab (33): 6)*°

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mempunyai
hubungan darah lebih berhak untuk saling mewarisi

19 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49.

20 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, AI-Qur’an dan
Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022), 418.
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daripada yang bukan sedarah, sedangkan Bu Darwati, Pak
Sumarji dan Bu Sri Rahayu merupakan keluarga sedarah.
Kemudian lebih lanjut mengenai bagian saudara dijelaskan
dalam Al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 176,
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak
mempunyai  anak tetapi mempunyai saudara
perempuan, maka bagiannya seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki
mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia
tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan
dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta
yvang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu
terdiri  dari)  saudara-saudara  laki-laki  dan
perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki
sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak
sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.
An-Nisaa’(4): 176)*!
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2l Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, AI-Qur’an dan
Terjemahannya, 106.
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Ayat di atas merinci dengan jelas mengenai bagian
waris saudara kandung dari pewaris yang kalalah. Maksud
kalalah menurut sebagian ulama adalah sebutan bagi
pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris orang tua
maupun anak.?> Apabila pewaris hanya meninggalkan
seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/2
harta yang ditinggalkan. Apabila ada 2 orang atau lebih
saudara perempuan maka mereka bersama-sama mendapat
bagian 2/3 dari harta peninggalan. Sedangkan jika saudara-
saudara itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara
perempuan, maka bagian saudara laki-laki ada 2 bagian dari
saudara perempuan. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Pasal 182 juga disebutkan mengenai
pembagian waris kepada saudara kandung yang sejalan
dengan Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 176.

Pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih, beliau tidak
meninggalkan suami, ayah, maupun anak kandung. Bu Sri
Sunarsih hanya meninggalkan seorang anak angkat, seorang
saudara laki-laki, dan 2 orang saudara perempuan. Jika
dilihat dari sudut pandang hukum waris Islam yang
terkandung dalam al-Qur’an, hadits, maupun KHI serta
melihat dari pendekatan keadilan dimana semua yang
ditinggalkan mendapat bagian, maka anak angkat mendapat
wasiat wajibah sebesar 1/3, saudara laki-laki mendapat 2
bagian, dan 2 saudara perempuan mendapat masing-masing
1 bagian. Adapun untuk pembagiannya adalah sebagai
berikut:

22 Al-Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemahan
Kifayatul Akhyar Jilid 11, terj. dari Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil
Ikhtisaar oleh Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina
Ilmu, 1997), cet. 1, 312.
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Tabel 4.1
Bagian-Bagian Harta Waris Keluarga Bu Sri
Sunarsih
Jumlah Harta Tanah seluas 393 m?
173 hart
Anak angkat . ana
peninggalan
Bagian- 1 laki-
agian se.ludara aki- |, bagian
bagiannya laki
2 saudara 2 bagian (masing-
perempuan masing 1 bagian)

Pembagian 1: Anak angkat

Jumlah harta x 1/3 = bagian anak angkat

393 m?x 1/3=131 m?

Maka, bagian untuk anak angkat adalah tanah seluas 131
mZ

Bagian yang akan dibagikan untuk saudara kandung adalah
sisa tanah setelah dikurangi bagian anak angkat, maka 393
m?— 131 m?*= 262 m?

Pembagian 2: Saudara kandung
Tabel 4.2

Pembagian Harta Waris Saudara Kandung

Sisa harta: 262 m?
Asal masalah: 4
lah
Ahli waris | ~umia Jumlah
bagian :

Bagian yang
diterima

Saudara )

laki-laki 2 2/4 [31m
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Saudara 1 1/4 65,5 m’
perempuan
Saudara | 1/4 65,5 m?
perempuan

Jumlah 4/4 262 m?

Berdasarkan hukum waris Islam, maka dapat
disimpulkan bagian untuk anak angkat adalah tanah seluas
131 m?, bagian untuk saudara laki-laki adalah tanah seluas
131 m? dan bagian untuk masing-masing saudara
perempuan adalah 65,5 m?. Selain itu, para ahli waris juga
dapat menyelesaikan perselisihan dengan mengadakan
musyawarah kekeluargaan atau perdamaian guna mencapai

hasil kesepakatan yang adil bagi para pihak.

b. Hukum Perdata

Kedudukan anak angkat (R) menurut hukum perdata
apabila terjadi sengketa dengan saudara kandung pewaris
dapat memunculkan berbagai kemungkinan. Hal ini dapat
terjadi melihat status hukum anak angkat yang memiliki
akta kelahiran sebagai anak kandung. Dalam KUHPerdata
tidak dibahas secara detail mengenai kedudukan anak
angkat, namun hal tersebut tertuang pada Staatblad Nomor
129 Tahun 1917 dimana pada intinya anak angkat dapat
memiliki status dan kedudukan hukum yang setara seperti
anak kandung termasuk dalam hal waris.?

Jika menganut pada Staatblad Nomor 129 Tahun 1917
ini, R dapat dinyatakan sebagai anak kandung dan berhak
mewarisi semua harta waris dari Bu Sri Sunarsih

23 Dzul Fakhri Bula et al., “Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” Aufklarung:
Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 3, no. 1 (2023): 42-55,
http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/442.
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dikarenakan hanya seorang. Sesuai dengan KUHPerdata

Pasal 852 yang berbunyi,
Anak-anak  atau  keturunan-keturunan, sekalipun
dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta
peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek
mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka
selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa
membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih
dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama
besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang
meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam
derajat pertama dan masing-masing berhak karena
dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi
pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi
sebagai pengganti.**

Kemungkinan yang selanjutnya adalah anak angkat
yang dinayatakan sebagai anak kandung yang sah tersebut
termasuk dalam ahli waris golongan I yang mendapat
legitieme portie (bagian yang mutlak). Sesuai dengan
KUHPerdata Pasal 913-914 dimana jika pewaris hanya
meninggalkan satu anak yang sah maka bagiannya adalah
1/2 dari harta peninggalan. Dalam kasus keluarga Bu Sri
Sunarsih masih terdapat ahli waris lainnya yaitu saudara
kandung, dimana saudara kandung disini termasuk dalam
ahli waris golongan II. Ahli waris golongan II hanya dapat
mewarisi apabila tidak ada ahli waris golongan I,
dikarenakan masih ada R sebagai anak kandung maka
saudara kandung Bu Sri Sunarsih tidak dapat mewarisi.

Terkait adanya sengketa waris, KUHPerdata pada Pasal
833-834 yang pada intinya apabila terjadi perselisihan
mengenai warisan, maka ahli waris dapat mengajukan
gugatan untuk memperoleh seluruh warisan apabila sendiri
maupun sebagian warisan bila ada ahli waris yang lain.

24 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 852.
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Hakim pengadilan dapat memberikan perintah untuk
menyimpan terlebih dahulu harta peninggalan tersebut.?

%3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 833-834.



BABV
PENUTUP

A. Simpulan

Pertama, praktik pembagian harta waris terhadap R sebagai
anak angkat dari Bu Sri Sunarsih adalah tidak sah dan harta
yang melebihi 1/3 bagian menjadi batal demi hukum.
Pembagian waris bagi R tidak dilakukan berdasarkan hukum
Islam, hukum adat, maupun musyawarah kekeluargaan,
melainkan secara sepihak oleh R sendiri. Berdasarkan data pada
Bab I11, status R secara hukum formal administratif adalah anak
kandung dari Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih dibuktikan
dengan akta kelahiran, namun realitanya berdasarkan
pengakuan R yang menyatakan bahwa R bukanlah anak
kandung sehingga semestinya hanya berhak memperoleh harta
sebesar-besarnya 1/3 harta warisan. Walaupun demikian R
secara sepihak mengambil bagian lebih dari 1/3 bagian
sehingga bagian harta yang melebihi 1/3 itu menjadi tidak sah
atau batal demi hukum. Kesalahan yang ditemukan dalam
praktik pembagian waris kepada R adalah pertama, proses
pengangkatan R tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang
berlaku dan tidak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan,
Kedua, Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih membuat akta kelahiran
dengan menyatakan sebagai orang kandung dari R tanpa
mencantumkan identitas awal R. Ketiga, pembagian waris yang
dilakukan sepihak oleh R dengan mengambil semua harta waris
adalah tidak bisa dibenarkan.

Kedua, analisis pada kasus keluarga Bu Sri Sunarsih, anak
angkat (R) berhak menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya
1/3 bagian dari harta peninggalan, sisanya dibagikan kepada
ahli waris Bu Sri Sunarsih yaitu Bu Darwati, Pak Sumarji, dan
Bu Sri Rahayu. Namun, wasiat wajibah untuk R melebihi dari
1/3, sehingga diperlukan persetujuan dari ahli waris yang lain,
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dalam hal ini adalah saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih,
yaitu Bu Rahayu. Dikarenakan saudara kandung Bu Sri
Sunarsih tidak setuju, maka kelebihan harta dari 1/3 tersebut
batal demi hukum dan tidak sah menjadi milik R. Sisa harta
waris tersebut dibagikan kepada Bu Darwati, Pak Sumarji, dan
Bu Sri Rahayu selaku ahli waris. Pembagian harta warisan
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur’an surat an-
Nisaa' ayat 176 dimana saudara laki-laki mendapat 2 bagian
sedangkan saudara perempuan mendapat masing-masing 1
bagian.

Ketiga, berdasarkan analisis hukum perdata terdapat
kemungkinan apabila R dinyatakan sebagai anak kandung
berdasarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, maka R berhak
mendapat waris seperti halnya anak kandung, yaitu seluruh
harta peninggalan. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 913, R
sebagai anak yang sah dan menjadi ahli waris golongan I, R
mendapat legitieme portie (bagian mutlak) karena seorang diri
yaitu 1/2 bagian. Saudara kandung dari Bu Sri Sunarsih tidak
mendapatkan waris dikarenakan termasuk ahli waris golongan
IL

. Saran
Setelah melakukan penelitias di atas, penulis dapat

memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai

berikut:

1. Saran untuk keluarga Bu Sri Sunarsih secara khusus, bahwa
pluralisme dalam hukum waris adalah hal yang wajar. Maka
dari itu dalam menentukan pembagian waris yang perlu
diperhatikan yaitu aturan hukum, keadilan diantara para
pihak, serta saling menjaga keutuhan kekerabatan.

2. Saran untuk masyarakat Desa Bebengan agar selalu
mematuhi aturan khususnya pada prosedur pengangkatan
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anak agar asal usul anak menjadi jelas dan tidak
menimbulkan kekeliruan di masa mendatang.

Saran untuk pemerintah yaitu perlu ditingkatkannya
kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prosedur
pengangkatan anak dan hukum waris melalui lembaga
terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan
pengadilan agama. Pemerintah Desa juga dapat turut andil
dalam membantu memfasilitasi masyarakat yang berselisih
mengenai pembagian harta waris.
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Draft Wawancara

1. Apahubungan R dengan alm. Pak Padmo dan Bu Sri Sunarsih?

2. Apa hubungan keluarga antara R dengan saudara kandung dari
almarhum?

3. Kapan R diangkat oleh almarhum?

4. Dimana tempat tinggal R dan almarhum ketika masih hidup?

5. Apakah saudara mengetahui kapan almarhum Pak Padmo dan
Bu Sri meninggal dunia?

6. Apakah ada akta kematiannya?

7. Apakah saudara mengetahui harta peninggalan almarhum?

8. Apakah saudara mengetahui bahwa saudara dari pewaris
mendapat bagian?

9. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam hukum Islam anak
angkat tidak mendapat warisan melainkan mendapat wasiat
wajibah?

10.Apakah ada sengketa waris dalam hal ini?

11.Apabila ada, apakah sudah pernah dilakukan penyelesaian
sengketa? Melalui musyawarah kekeluargaan atau melalui
pengadilan?

12.Apabila pernah, bagaimana hasil dari penyelesaian tersebut?
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Gambar 2: Wawancara dengan
R (Anak Angkat)



106

Gambar 4: Wawancara dengan Bu Fitri Miftachurrochmah (Carik)
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Gambar 6: Wawancara dengan Pak Muhammad Marsudi (Tokoh Agama)
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Gambar 7: Wawancara dengan Bu Waridah (Tetangga dekat)
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